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ABSTRAK

Hizbut Tahrir adalah suatu organisasi politik Islam ideologis berskala
internasional yang aktif dalam menegakkan khilafah. Khilafah merupakan sebuah
kekuasaan yang menerapkan hukum syari’ah Islam secara kaffah (menyeluruh),
dan penegakan khilafah merupakan suatu kewajiban yang harus dilaskanakan.
Hizbut Tahrir Indonesia adalah organisasi dakwah masyarakat yang menyerukan
khilafah. Hizbut Tahrir masuk ke Indonesia pada tahun 1983 yang di bawa oleh
Abdurrahman al-Baghdadi. Meskipun Hizbut Tahrir Indonesia dirancang sebagai
organisasi politik, namun ia tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol
yang ikut dalam pemilu. Pengertian khilafah adalah seseorang yang menggantikan
orang lain sebagai penggantinya. Dalam pelaksanaannya khalifah yang memiliki
fungsi dalam memelihara agama Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya serta
menjalankan politik ketatanegaraan dalam batasan-batasan syari’at Islam.
Indonesia adalah Negara hukum Pancasila, seperti yang dijelaskan dalam pasal 1
angka 3 Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa
Negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Dan Pancasila yang merupakan
dasar negara dan sumber hukum Negara Indonesia.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep khilafah
Hizbut Tahrir dalam perspektif Figh Siyasah dan bagaimana relevansi khilafah
Hizbut Tahrir Indonesia dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

[ S

"

. ﬁénelitian ini merupaka.n;:penj,iiian, pustaka (library researgﬁf denghn
pendekatan yuridis normatif yaitu_penelitian hukum yang dilakukan dengan cara
meneliti, bahan pustaka. Kemudian data yang terkumpul diolah melalui proses
editing, “dan sistemisasi data sehingga menjadi bentuk karya ilmiah yang baik.
Sedangkan analisis'data dengan menggunakan metode analisis"Komparatif.

Kesimpulan elitian ini hilafah dalam Figh
Siyasah berbeda dengan sis emerintaha ng ada sekarang ini maupun
dengan sistem khilafah Khulafa ar-Rasyidin. Sistem khilafah Hizbut Tahrir

seorang khalifaly ‘.g 'gkqt;-@épgq& :g‘arp_kvjbﬂ‘ ‘olph <ufip}- er] dari kalangan
manapun asal rﬁe;ne'ﬁghi‘ syarat mﬁjdi k'ha]ifaarll:\ dan kéc%tan di tangan Allah

melalui kitabnya Al-ﬁﬁ ﬁbéﬁg eMan, dan menggunakan
sistem desentralisasi dal ay ilafah. Da h*siyasah sistem khilafah
berbentuk  khilafah  berdagarkdp [."}mMN@a dan khilafah monarki.
Relevansinya sistem di Indonesia sulit untuk diterapkan karena beberapa faktor,
yaitu: dalam agama Islam sendiri sistem khilafah bukanlah sistem pemerintahan
yang baku, dan agama lain pun tidak menyetujui jika Indonesia di jadikan negara
khilafah. Pancasila adalah ideologi bangsa Indonesia yang dapat menyatukan

bangsa dengan berbagai macam perbedaan-perbedaan seperti suku, agama,
bahasa, budaya, dan lainnya.
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Artinya: Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara
kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh- sungguh akan
menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah menjadikan
orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi
mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan
nukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadl _aman
ntausa mereka tetap menyembahku depgan tiada mempersekutukan sesuatu
apa.puh dengan aku. dan Barangs;apa xlg (tetap) kafir sesudah (janji) itu; Maka
mereka Itulah orang-orang yang fasik. (b S An-Nur :55). ’/.“
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BAB |

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Judul merupakan suatu ide yang mendasari suatu pembahasan dalam
sebuah karya ilmiah. Judul merupakan kepala dalam suatu karya ilmiah.
Dalam hal ini agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam mengartikan judul,
maka penulis akan memberikan pengertian dari beberapa istilah yang
terkandung dalam skripsi ini.

Judul skripsi ini adalah “Konsep Khilafah Hizbut Tahrir Dalam
Perspektif Figh Siyasah Dan Relevansinya Dengan Negara Kesatuan

Republik Indonesia (NKRI)”. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan

ﬂ,

nwsebagai berikut: . e
5 . ,

i

) -~
1 Konsep adalah ide . atecu per;;ertlan yang diabstrakkan dar| pérlstlwa

o A

“konkret.? —

2. Khilafahw kekuasaakaan syari’ah Islam

secara kaffah (menyeluruh).?

3. Hizblt lIla.ﬂ.w‘i-r hd‘al!lh ’%b’u lrgan[sa5| dakgvak d‘a'am masyarakat
sng menyi i [N TAN

4. Perspektif adalah lguﬁ% pa danlg!aHtg'[? gambaran dari pendapat atau

aturan, untuk melihat dan menilai suatu objek yang diteliti.*

’Departemen  Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Balai
Pustaka, Jakarta, 1990), h. 788

*Hizbut Tahrir, Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia, (Jakarta : Hizbut Tahrir,
2009)h.14.
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5. Figh Siyasah adalah salah satu aspek hukum Islam yang
membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam
bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.’

6. Relevansi adalah kait-mengait, bersangkut-paut, berhubungan.®

Berdasarkan beberapa penjelasan diatas, dapat ditegaskan kembali
bahwa yang dimaksud dalam judul ini adalah menjelaskan sebuah konsep
sistem khilafah sebagai salah satu bentuk sistem pemerintahan dibawa
oleh Hizbut Tahrir Indonesia dan menganalisis dengan kajian-kajian dalam
Figh Siyasah dan relevansinya sistem khilafah diterapkan dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

B. Alasan Memilih Judul
S — Yang menjadikan alasan kenapa penulis memilih judul dlatas adalhh
! sebagal berikut: "“.; !— ’
1 AJasan.Obyektlf —
I agai  Negara uduknya mayoritas
beragama muslim, namun sistem pemerintahannya mengakomodasi

I 3 =
sistemn’ lolehokrgm deﬁu'ah uk hega?a rptbll'k Diantara kaum

muslim di Iaiﬁsa &NKJHDJTANIKEHEH dengan Hizbut
Tahrir yang ingir'l‘ﬁ%r!e'gpkah‘ui}{egﬁ pemerintahan dalam bentuk

khilafah karena itulah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

*Agus Sulityo dan Adi Mulyadi, Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, (Surakarta, Cv.
Surakarta, 2008), h. 273

*Muhammad Igbal. Figh Siyasah Kontekstualitasasi Doktrin Politik Islam.(Jakarta:
Pranammmmedia, 2014). h.4.

®Agus Sulityo dan Adi Mulyadi. Op. Cit, h. 1159
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2. Alasan Subyektif:
Judul skripsi ini pembahasannya sesuai dengan disiplin ilmu
yang penulis teliti dan belum pernah dibahas oleh mahasiswa di
lingkungan Fakultas Syari’ah UIN Raden Intan Lampung.
C. Latar Belakang Masalah
Hizbut Tahrir (HT) merupakan organisasi politik Islam ideologis
berskala internasional yang aktif memperjuangkan agar umat Islam
kembali kepada kehidupan Islam melalui tegaknya Khilafah Islamiyah.
Hizbut Tahrir di dirikan pada tahun 1953 di al-Quds, Jerussalem, oleh
Syeikh Tagiyuddin an-Nabhani (1909-1979).Hizbut Tahrir melakukan

memperluas jaringannya ke wilayah lain dan dimulai membuka cabang di

. —
leanon pada tanggal 19 Oktob 1959 lo— |

o Hizbut Tahrir bertUJuan untuk membawa umat Islam kemball pada

kehldupaﬁ‘lslam di dalam Darul Islam, yakni Negara dan masyarakat

Islam. Penem{ah bagi M merupakan suatu

kewajiban yang harys |Ialgukan ika tid kmelaltgnak merupan suatu
T SRR ST AR R

S \.:

. RADENINIAN

Sampai masuknyaL r& ﬁgrlr INI onesia pada tahun 1983 yang
Yl

dibawa oleh Abdurrahman al-Baghdadi yang merupakan anggota Hizbut
Tahrir dari Yordania. Sejak diselenggarakannya Konferensi Internasional
di Istora Senayan yang dihadiri oleh tokoh-tokoh Hizbut Tahrir

Internasional maupun Nasional, serta dihadiri oleh tokoh-tokoh organisasi
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lain, Hizbut Tahrir resmi melakukan aktivitasnya di Indonesia secara
terbuka sejak tahun 2000. Hizbut Tahrir dalam konteks Indonesia
kemudian dikenal dengan nama Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Meskipun
Hizbut Tahrir dirancang sebagai organisasi politik, namun ia tidak
mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu.
Hizbut Tahrir menjelaskan bahwa khilafah adalah sebuah kekuasaan
yang menerapkan syari’ah Islam secara kaffah (menyeluruh).” Khilafah
sebuah sistem politik Islam, Perbedaannya dengan sistem pemerintahan
lain adalah bahwa kedaulatan, yakni dalam menetapkan hukum, yang
menentukan benar dan salah, halal dan haramnya, ada ditangan syari’ah
bukan ditangan manusia. Kepala Negara dalam khilafah disebut dengan

khalifah yaitu orang yang mewakili umat dalam menjalankan
— — .;

pemerintahan, kekuasaan-dan p rapan'.hukum-hukum syari’ah:8 ol
|

1] »
y
e,

2 Metode Khilafah merupakar‘i metode yang dibawa oleh H|zbut Tahrir

d menegakkan Negara Khilafah, Hizbut Tahrir a’d‘lah sebuah partai

aI
politik berldWartm ini w memenuhi perintah

Allah swt:

JNIVERSITAS ISLAK NEGERI
b ADF R 280 S

LAMPUNG, _ o o,

(ch

"Hizbut Tahrir.Op. Cit, h.14
®Hizbut Tahrir. Struktur Negara Khilafah. (Jakarta: Dar Al-Umah, 2006). h. 31.
®Hizbut Tahrir Op.Cit h. 67
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Artinya:

Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru
kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar merekalah orang-orang yang beruntung. (Q.S al-Imron :104)."

Khilafah dalam pengertian figh siyasah ialah khilafah dalam
pengertian secara umum Yaitu sistem pemerintahan dalam Islam, kata
khilafah berasal dari kata khalafa yang memiliki arti seseorang yang
menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Kata khilafat diturunkan
dari kata khalafa, yang berarti seseorang yang menggantikan orang lain
sebagai penggantinya. Dalam konteks ini, kata khilafat bisa mempunyai
arti sekunder atau arti bebas, yaitu pemerintahan, atau institusi
pemerintahan dalam sejarah Islam.**

Kajian Figh Siyasah lainnya dijelaskan bahwa khilafah atau Negara

! ' Is1-am disebut dengan nomokrasnrslarrvartmya kekuasaan yang di dasar.lqan

'kepada hukum-hukum™ yang “berasal  ‘dari Allah. Kepala.‘;‘l\iegara

menjalan‘Ran pemerintahan tidak berdasarkan mandat :"'I:uhan, tetapi

berdasarkan wyariat Islammya dengan teokrasi,

pemegan? ljeku,asaan pemerlntahlaﬂberga arl}gn mﬁ (i_at 3 ri Tuhan.

Kepemlmpﬁ ﬁﬁ?ﬁn '\lrgleﬁrNaltu Khalifah, Khalifah
sendiri diidentikkan 1_.&} W mr}g’fungsmya memelihara agama

Islam dan melaksanakan hukum-hukumnya serta menjalankan politik

ketatanegaraan dalam batas-batasan syariat Islam.

°Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 63
YSuyuthi Pulungan, Fikih Siyasah ajaran, sejarah dan pemikiran,(Yogyakarta: penertbit
ombak, 2014), h, 46-47.
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Indonesia sendiri merupakan Negara hukum Pancasila, seperti yang
tertuang dalam konstitusi Negara Republik Indonesia yaitu pasal 1 angka 3
Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan secara tegas bahwa Negara
Republik Indonesia adalah negara hukum, tentu saja memiliki konsekuensi
yuridis yang harus dipertanggung jawabkan dalam praktik kehidupan
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.*?

Mengenai ide dasar Negara hukum Indonesia yakni diterangkan secara
tegas dalam Undang-Undang Dasar 1945, tidak dapat dipisahkan dengan
Pancasila yang merupakan dasar Negara dan sumber dari segala hukum.
Pancasila sebagai ideologi Negara Indonesia yang di dalamnya terkandung
nilai-nilai kelslaman, seperti;

Pertama, Ketuahanan Yang Maha Esa. Dalam sila Ketuhanan Yang

) Maha Esa terkandung nl,lal b wa, megara yang didirikan merupakan

pengejawantahan tuluan manumésebagal makhluk Tuhan Yang Maha Esa.

Oleh Rarena itu, segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan dan

penyelenggam bahkan wa politik negara,

pemermtahin qegana, ukum d "1 pera Ufan FerithQaFg ’gndangan negara,

harus dijiwai rF? A maE Ma MaT ﬁwalam AI -Quran Surat

An-Nahl ayat 22: LAW]PUN(:
ey 35

\y\__

2 Yopi Gunawan dan Kristian.Perkembangan Konsep Negara Hukum dan Negara
Hukum Pancasila. (Bandung: PT Refika Aditama 2015). h.81.
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Artinya:

Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa.."

Penerapan ideologi Islam dalam Pancasila Sila Pertama tidaklah me-
ngandung makna menutup hak hidup bagi pemeluk agama lainnya di
Indonesia. Justru menerapkan ideologi Islam dalam sila pertama Pancasila
memberikan ruang hidup bagi pemeluk agama lain dibumi Indonesia.
Islam mengajarkan hubungan baik dengan sesama manusia.

Kedua, Kemanusiaan Yang Adil Dan Beradab. Sila kemanusiaan
merupakan dasar fundamental dalam kehidupan kenegaraan, kebangsaan,
dan kemasyarakatan. Nilai kemanusiaan ini bersumber pada dasar filosofis
antropologis bahwa hakikat manusia adalah susunan kodrat rohani (jiwa)
dan raga, sifat kodrat individu dan makhluk sosial, kedudukan kodrat
ﬁakhluk pribadi berdiri sendiri l—dan sebagal makhluk Tuhan Yang Mqha
Esa Maka Islam juga turut meMasukkan n|Ia| nilai dasarnyanya ya;tu élfat

adll a'. Merupakan sifat utama Allah Swt yang wajib dlteladanl oleh

manusia. SlMupakan IWahm dan sifat adil

serta beraqiti terda&at §fcar§1 If‘fg?idl dal?m Al- QU(QI‘I SBrTh an-Nahl ayat
Mo

90: RADEN INTAN ,
Py \}J‘JL@I"MN@YB JAIG a6 T )

\f))j;:l:: v_b.ls.l 1 ’(,Sﬁ/,:, éj@ /_42/ 23Ty sl

c g

' Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 269
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Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.™

Ketiga, Persatuan Indonesia. Dalam sila ini terkandung nilai bahwa
Negara merupakan penjelmaan sifat kodrat manusia modualis, yaitu
sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Negara merupakan suatu
persekutuan hidup bersama elemen-elemen yang membentuk Negara, yang
berupa suku, ras, kelompok, golongan maupun kelompok agama.
Perbedaan bukannya dijadikan konflik dan permusuhan, melainkan
diarahakan pada sesuatu yang saling menguntungkan yaitu persatuan

dalam kehidupan bersama untuk mewujudkan tujuan bersama. Persatuan

Indonesia mengandung makna sebuah persatuan berbagai ragam. bahasa

.I , .

: budaya suku, dan beragam keh upari manu3|a Indonesia.Inilah sernangat

nasi n@llsme Indonesia yang beragam Penghargaan atas lgeberagaman

dalam persatu Islam tergambWrman Allah Swt Q.S
Al-Hujuurat ayat 13:
P ‘.') ‘J/"\ J | ;‘/ /‘- .J

f\ r\; (;‘l g -
= bf*mw mﬁ“’ 5 i 4
T gt "f'@wﬁéu =

Artinya:

Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang
laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa -
bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi Allah ialah

“Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 277
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orang yang paling tagwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha
mengetahui lagi Maha Mengenal.*®

Keempat, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan
Dalam Permusyawaratan Perwakilan. Nilai yang terkandung dalam sila ini
adalah bahwa hakikat Negara merupakan penjelamaan sifat kodrat
manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial. Haikat rakyat
merupakan sekelompok manusia sebagai makhluk tuhan yang maha esa,
yang bersatu yang bertujuan mewujudkan harkat dan martabat manusia
dalam suatu wilayah Negara. Rakyat merupakan subjek pendukung pokok
Negara, oleh karena itu rakyat merupakan asal mula kekuasaan Negara
sehingga dalam sila kerakyatan terkandung nilai demokrasi yang secara

mutlak harus dilaksanakan dalam hidup bernegara. Islam adalah agama

yang mengutamakan kemaslahatan umat, dengan demikian menjadl Iogls

"r\, X bahwa Islam mengutamakan mLﬁ/aWa'rah dan kerjasama konstruktu‘ untuk

menca_pal suatu tujuan yang dlharapkan Dijelaskan dalam AI Qur an

- —

Artinya:
LAMPUNG

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya
dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan
musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki
yang Kami berikan kepada mereka.®

“Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 517
'*Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 487
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Islam mewarnai nilai-nilai ideologi bangsa melalui proses
bermusyawarah dalam penyelesaian setiap masalah yang dihadapi oleh
Bangsa Indonesia. Mengedepankan akal sehat dengan proses-proses dialog
dibandingkan mengutamakan kekerasan yang berdampak pada
kehancuran. Proses nilai-nilai musyawarah yang demokratis ditunjukkan
oleh Rasulullah Saw ketika menerima pendapat para sahabat Nabi karena
para sahabat lebih mengetahui urusan-urusan tertentu dibandingkan
Beliau.

Kelima, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Keadilan
sosial berkait dengan pemerataan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang
Indonesia, dan Islam telah mencanangkan bentuk masyarakat yang

berkeadilan. Allah Swt berfirman dalam Al-Qur’an surah Az-Dzariyat 19:
A
J‘

&

¥ b r,»_,,;;ll) JJLMUC? . y

,_y.\

Dan pada rta mereka ada k orang miskin yang
meminta dan"or ang tidak agian.!

Relevansmya sistem khllafah Hizbut Tahrir di Indone5|a bisa untuk di

IVERSITAS ISLAKN NEGERI

e ata“F?KT) EN TN“TKW T

penduduk Indonesia bera ama Islam tldak menjadi patokan bahwa
khilafah akan mudah dlterapkan d| Indone5|a. Terdapat penolakan dari

berbagai macam kelompok agama bahkan Islam sendiri menolak khilafah

YDepartemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 521
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diterapkan di indonesia karena rasa nasionalisme demi menjaga keutuhan
Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kebhinekaan.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, disini penulis
akan menyimpulkan bahwa konsep khilafah merupakan sebuah sistem
pemerintahan Islam yang diterapkan pada Negara-negara Islam. Konsep
khilafah Hizbut Tahrir yaitu dengan menerapkan syari’ah Islam secara
menyeluruh, menegakkan kembali khilafah demi kembalinya ke
kehidupan keislamian. Konsep-konsep khilafah Hizbut Tahrir dengan
konsep khilafah Figh Siyasah terdapat beberapa perbedaan secara
signifikan, dan relevansinya khilafah di Indonesia bisa di terapkan atau
sulit untuk diterapkan. Itulah beberapa poin yang akan dibahas dalam
penelitian ini.

- e
\ D. Rumusan Masalah # . - |

. ‘
) ’ o [ N
. .’.‘. ) o,

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka rumusanr masalah

-~
-,

adalah se‘B‘gal berikut:

1. Bagalmammfah lewwm perspektif Figh

NIVERSITAS ISLAK NEGERI

2. BagalmanaﬁAﬁrE ﬁer -lrﬁiNhilafah Hizbut Tahrir

Indonesia di Indor]-s‘at [':'] D U N (J

E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

e
--.-.‘

Tujuan penulisan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut:
1. Untuk mengetahui konsep khilafah Hizbut Tahrir dalam perspektif

Figh Siyasah.
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2. Untuk mengetahui relevansi khilafah di Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

Manfaat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk memberikan kontribusi
keilmuan dalam meneliti sistem pemerintahan Islam dapat menjadikan
hal yang positif bagi semua pihak khususnya bagi penulis.

2. Manfaat praktis adalah memenuhi salah satu persyaratan guna
mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

F. Metode Penelitian
Sebelum dikemukakan metode penelitian yang digunakan dalam
penulisan skripsi ini, maka akan dijelaskan definisi metode penelitian.

Metode dapat diartikan sebagai suatu cara untuk melakukan suatu tektlis

- ’)E‘é.ngan menggunakan f._i-Kiran raca’ra'f;sgksama untuk mencap'éT tﬁju;n

" sedangkan penelitian ‘sendiri 'merupakah upaya dalam bidang ilmu

el
-

pengetahtian yang dijalankan untuk memperoleh ’fﬁkt:g-?akta secara

sistematis un@n kebenarwah pengertian tersebut

maka dai)ghdl;arlk sqliuah kes [ gl \bat}‘wa i_de [oenelltlan yaitu

suatu ilmu penﬁaﬂ Iﬁ kTr ggeaya-cara yang digunakan
dalam mengadakan pT%%%ﬁéﬁgbﬁi acuan atau cara yang

dilakukan untuk mendapatkan informasi dalam melaksanakan suatu

perintah ilmiah sumber data.

®Mardalis, Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal, cet. Ke-7 (Jakarta : Bumi
Aksara, 2004), h. 24.
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1. Jenis dan Sifat Penelitian
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian kepustakaan (library research) yaitu “peneliti
yang dilaksanakan dengan menggunakan literatur (kepustakaan), baik
berupa buku-buku catatan, maupun laporan hasil penelitian dari
penelitian terdahulu”. 19
Melalui metode ini penulis berusaha mengumpulkan data
yang dibutuhkan dengan jalan meneliti buku-buku dan literatur yang
berkaitan dengan konsep khilafah Hizbut Tahrir serta relevansi
penerapan konsep khilafah di Indonesia, dan dikaitkan dengan pokok-
pokok permasalahan yang terdapat di dalam skripsi ini untuk dijadikan
sumber rujukan dalam usaha menyelesaikan penulisan. h
?;- -) "\ b. Sifat Penelitian # a i ..- ,1‘

Q. —

Dilihat darl S|fatr'1ya penehtlan ini termasuk pEnelltlan

»
y
e,

Hﬁ.li.um yuridis normatif. Adapun bentuk penelitian y'urldls normatif

adalah pw yang diIWcara meneliti bahan

pustakgl |Penehtlap ani dlilprSI derF;an %nggrnakan metode
\ l A

deskriptif 'K Ed ganalisis data yang diteliti
dengan mEapa %ﬂﬁg%ﬁﬁﬁr@emudm memperoleh
'

kesimpulan.”® Dengan meneliti data-data yang berasal dari buku-buku

19 Susiadi AS, Metode Penelitian, (Lampung : Pusat Penelitian dan Penerbitan LP2M
Institut Agama Islam Negeri Raden Intan,2015), h.10.

2Abdul Khadir Muhammad, Hukum dan Politik Hukum, (Citra Ditya Bakti, Bandung,
2004), h.126.
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dan literatur Hizbut Tahrir dalam konsep khilafah serta relevansinya
konsep khilafah diterapkan di Negara Indonesia.

2. Data dan Sumber Data

Penelitian ini mengunakan data yang berasal dari dua sumber

yakni bahan hukum Primer dan bahan hukum sekunder. Sumber
hukum pertama Primer diambil dari buku Buku-buku Figh Siyasah,
sejarah Islam dan buku-buku Hizbut Tahrir : Struktur Daulah Khilafah
dan Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia. Sedangkan bahan
hukum sekunder berasal dari jurnal, karya tulis, dan bahan tulis lainnya
yang dapat mendukung penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data
Dalam pengumpulan data bahan hukum, langkah pertama yang

S — r— .;
- dikerjakan dalam per,xulisar- skr'»ps_i ini adalah mencarj~'beberqpa

¢ \

\

peraturan  perundang- unda'ngan ﬁlang terkait dengan: pokok

pér’mﬁéﬁlahan serta referensi buku terkait yang k@mudlan duakdikan

bahan huWangkan bWunder diperoleh dari

membqﬂ dan mem eIaLarl I|t| r@tur'yeinrq erup& ukgrlian karya ilmiah

untuk men ﬁ En drn rmpat yang berkaitan erat
dengan per(mﬁasalaggaﬂﬁgaﬂf%ﬁélkan dalam bentuk tulisan.

Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap yang dibutuhkan untuk
memperoleh dengan cara mencatat hal-hal yang diperlukan dalam

penelitian.
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4. Metode Pengolahan Data
Setelah sumber (literatur) mengenai data dikumpulkan berdasarkan
sumber diatas, maka selanjutnya adalah pengumpulan data yang
diperoses sesuai dengan kode etik penelitian dengan langkah sebagai
berikut :

a. Pemeriksaan Data yaitu mengkoreksi apakah data yang terkumpul
sudah cukup, lengkap, benar, dan sesuai atau relevan dengan
masalah.

b. Penandaaan Data yaitu memeriksa catatan atau tanda yang
menyatakan jenis sumber data (Buku-buku Buku-buku Figh
Siyasah, sejarah Islam dan buku-buku Hizbut Tahrir : Struktur
Daulah Khilafah dan Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesja,

-"-.‘ jurnal,karyatulis._d‘,an reTens’i,l'air_!nya). P e ‘:,‘

_ c. Rekontruksi ddta yaitu menyusin ulang data secaral teratur,

- -
i

‘béfurutan  dan logis sehingga mudah™ ‘Jfﬁéhami dan

dth W

d. Slstjr|napka Dga yajtu Qeneﬂwf)atl}gn dﬁ\el_ rBelnurut kerangka

oy NPT RN

5. Metode Analisis Daii A [‘:'] D U N G

Data yang telah diperoleh dengan menggunakan metode penelitin
kepustakaan kemudian dianalisis dengan metode komparasi yaitu dengan
membandingkan persamaan pandangan dan perubahan-perubahan

pandangan orang, kelompok atau Negara, terhadap kasus, terhadap
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orang, peristiwva atau terhadap ide-ide.* Yaitu dengan menganalisa
sistem khilafah Hizbut Tahrir Indonesia dengan sistem pemerintahan
Islam dalam kajian Figh Siyasah, dan relevansinya sistem khilafah

Hizbut Tahrir Indonesia jika diterapkan di Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

UNIVERSITAS ISLAN NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

*! Susiadi, Op. Cit, h. 129
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BAB Il
SISTEM PEMERINTAHAN DALAM ISLAM DAN SISTEM

PEMERINTAHAN DI INDONESIA

A. Pengertian Sistem Pemerintahan Dalam Islam

Khilafah dalam pengertian secara umum yaitu sistem pemerintahan dalam
Islam. Kata khilafah berasal dari kata khalafa yang memiliki arti seseorang
yang menggantikan orang lain sebagai penggantinya. Menurut Ibn Khaldun
khilafah adalah tanggung jawab umum yang dikehendaki oleh peraturan
syariat untuk mewujudkan kemaslahatan dunia dan akhirat bagi umat dengan
merujuk kepadanya.?> Sedangkan menurut Ali Abdur Raziq khilafah adalah
pengganti orang lain baik karena absennya. Orang yang digantikan itu, karena

F._meninggal dunia, ketidakmampuan, maupun alasan-alasan lain.?® 4

.

s Te'rdapat tema yang berké}‘fah '.de[ﬁgan' IZhi'Iafah dalam sejarah pe'merj‘ntah‘an
o N ! = I ‘.,..'

délamj_lslgm yaitu imamah dan imarah. Imamah berasal dari bahasa _At‘ab yang

yang asal katanya_adalah amma, ya ummu, ima atau imamatan yang
artinya kepemimpinan. ah adalahﬁemimpinan menyeluruh yang
berkaitan dehypfyUrfsan keadeiiad i dad fitushp=aliie: sghagai pengganti

fungsi RasulullahRaﬁ‘r’DaE N]urHﬁrJ-Fﬁwm menunjuk kepada

bimbingan kebaikan, njesiipfif] idlianfxkédang dipakai untuk seorang

22gyyuthi Pulungan, Op. cit. h. 48

2Ridwan Naki, Konsep Khilafah Menurut Abu Al-A’la Al Maududi dan Ali Syari’ati,

Program S1 Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel, Surabaya, 1999, h.18.

% Muhammad Zaki, Studi Kritis Hadis-Hadiskkepemimpinan (imamah)Ddua Belas
Imam Literature Hadis Sunni, buku penelitian dan tidak diterbitkan secara umum, h. 44

2% Suyuthi Pulungan, Loc. Cit. h. 48
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pemimpin suatu kaum.?® Menurut al-Mawardi, imamah dibutuhkan untuk
menggantikan kenabian dalam rangka memelihara agama dan mengatur
kehidupan dunia. Pada awalanya imamah adalah suatu istilah yang netral
untuk menyebut sebuah Negara, kemudian Syi’ah menganggap Imamah
seperti kenabian menjadikan kepercayaan yang fundamental dan ketaatan
terhadap otoritas imam adalah sebuah kewajiban agama. Karena status politik
dari para imam adalah bagian yang esensial dalam madzhab Syi’ah Imamiyah.
Imamah bertugas sebagai pengganti kenabian dalam melindungi agama dan
mengatur kemaslahatan hidup.?’

Imarah merupakan sebutan untuk jabatan amir dalam suatu Negara, kata
amir yang diturunkkan dari kata amira yang berarti menjadi amir yang
bermakna pemimpin. Istilah Amir digunakan untuk gelar bagi jabatan-jabatan

pentlng yang bervariasi dalam sej h pemerlntahan Islam dengan seburan

yang beragam %8 Imarah artlnya ydltu keamlran yaitu pemerlntahan ‘dalam

LY

suatu Negara Kecil.® Kata amir sendiri tidak digunakardalam Al- -Qur’an,

yang ada hanyalm. W

Pengertlaql‘(hlla@rfl‘lmzimitl danl &?rah iilatas bat E)_er.lgirtlan etimologis
\ ' ~ .

maupun terminol Nﬁr‘E« Tﬁy&rﬂwstllah tersebut dalam

sejarah Islam sebagai in |t pQl 1menggantikan fungsi kenabian
CAMPUNG

Rosulullah baik dari urusan agama maupun urusan politik. Muhammad Rasyid

%®Djazuli, Op. Cit. h. 54

2"Imam Al-Mawardi, Al-Ahkam As-Shulthaniyyah Sistem Pemerintahan Khilafah, Pen:
Khalifaturrahman & Fathurrahman, (Jakarta: Qisthi Press, 2014), h. 9

28 Suyuthi Pulungan, Op. Cit. h. 67-68

%% Hepi Reza Zen, Studi Tentang Pemerintahan Khilafah Daulah Islamiyah (isis), buku
penelitian dan tidak diterbitkan secara umum, h. 28



31

Rida mengemukakan pengertian kepada kata khilafat, imamat dan imarah,
yaitu suatu pemerintahan untuk menegakkan agama dan urusan dunia.*

Perbedaan antara khilafah, imamah dan imarah yang penulis temukan
dalam penjelasan diatas yaitu persamaan khilafah dan Imamah ialah memiliki
pengertian yang sama yakni pengganti Rasulullah dalam memelihara agama
dan Negara. Sedangkan perbedaan khilafah dan imamah ialah khilafah adalah
sebuah sistem pemerintahan atau institusi pemerintahan dalam Islam dan
khalifah adalah kepala Negara, sedangkan imamah lebih kepada kedudukan
atau jabatan untuk menggantikan tugas Rasulullah saw dalam memelihara
agama dan Negara. Imarah atau amir adalah sebutan untuk kepemimpinan
dalam Negara kecil atau bisa disebut dengan gubernur.

B. Sejarah Pemerintahan Dalam Islam

l

L
LY

§éjarah pemerintahan Isla,m atTu khuafah terjadi dalam beberapa masa

yaknl (a) pemerintahah Islam masa Nabi saw (periode Mekkah dan perlode

Madlna ‘)‘pemerlntahan Islam masa Khulafa al-Rasyidin (c) pemerlntahan

Islam pasca K)‘wdm (d) wglam pasca khilafah

e e ERSI TAS ISLAN NEGER]

1. Pemerir:a:an IFQZ&PI?NWI f\J T,&IL NM h d B
ada periode ﬁaﬂﬁjrﬁw rjsala uhammad saw, kota

Mekah terbelah menjadi dua kelompok. Pertama masyarakat lama yang
ditandai dengan kesetiaannya terhadap tradisi turun menurun yang

dipertahankan dengan segala daya dan dana. Kedua masyarakat kecil yang

*°Syyuthi Pulungan, Op. Cit.h. 47.
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dibawah pimpinan Nabi saw yang pandangan hidupnya terbentuk dengan
petunjuk wahyu. Masyarakat Jahiliyah, mereka tidak sekedar
mempertahankan kepercayaannya, tetapi menjaga nama baik dan harga
dirinya. Oleh karean itu dianggap sebagai perintang apabila ada paham
yang tidak sejalan dengan kepercayaan mereka. Kehadiran Nabi
Muhammad saw yang membawa ajaran baru menjadi ancaman dan karena
itu mereka berusaha untuk menyingkirkannya, dan bila perlu
membunuhnya. Namun Nabi saw tidak pernah gentar dalam menyebarkan
risalahnya meskipun jiwanya terancam.

Kaum Quraisy Jahiliyah berusaha untuk merintangi Nabi dan para
sahabatnya dengan upaya memengaruhi Nabi agar mengadakan perubahan
terhadap kepercayaan yang telah mereka anut, sehingga ditawarkanlah
_ ke'padanya agar mau berundlng engan mereka Isi perundlngan tersébut

‘ 0

& agar kedua kelompok bersatu untuk menyembah tuhan menurut

kepercayaan yang dianut oleh Islam dalam tenggang wEktu tertentu yang

telah ditentulMa tengganwya kedua kelompok

tersebut gambah uhan JMenurut kepercayaan _ yang dianut oleh
RTE RS A TS PR 2T S|

masyarakat Jaj#yﬂ: ﬁrEd Lh]mrili&k'vleh Nabi Muhammad
saw. Berdasarkan perltta:gL ;RSVU N (_9
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Artinya:

Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah
apa yang kamu sembah.Dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku
sembah. Dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu
sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang

aku sembah.Untukmu agamamu, dan untukkulah, agamaku.” (Q.SAl-
Kafirun)*

Berbagai cara telah dilakukan kafir Quraisy untuk menghentikan
kagitan Nabi saw, maka satu-satunya jalan terakhir ialah para pemuka-
pemuka Quraisy mengorganisir agar masing-masing dari mereka
mengirimkan pemuda yang berbadan kuat guna melakukan pembunuhan
secara serentak kepada Nabi saw. Pada saat Nabi Muhammad saw terncam
jiwanya, beliau berjumpa dengan enam orang suku Hazraj dari Yatsrib
yang maksudnya untuk ziarah ke Ka’bah sebagai tradisi bagi masyarakat

5 jazirah Arab.* Beliau menyampalkan dakwah Islam yang kemudgan

L

B mereka memeluk Islam serta meratakan setia kepada Rasulullah : ‘.-‘

b Setelah itu mereka pulang ke Yatsrib (Madlnah) mereka

menylarkan sehingga nama pribadi__Nabi menjadl terkenal
dikalangan mereka. Pai un berlkuﬁ; ilma dari enam orang tersebut
tadi datahby] |dgi ke Medkkah Berdshima ddhbah, kewdri-kedjan mereka dari

Yatsrib seban)R ALDCEnNKeH}gj %ﬁNﬂg itu masing-masing
dibai’at oleh Rasuluflajfydfodwat_pfd Aqabah, sehingga terkenallah

bai’at aqabah yang pertama. Bai’at secara istilah adalah ungkapan

perjanjian antara dua pihak yang seakan-akan salah satu pihak menjual apa

*'Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 603
32 Beni Ahmad Saebani, Figh SiyasahTerminologi dan Lintas Sejarah Politik Islam Sejak
Muhammad SAW, hingga Khulafa Ar-Rasyidin,Cet.Il, (Bandung: cv Pustaka Setia, 2015), h, 18.
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yang dimilikinya dan menyerahkan dirinya dan kesetiaannya kepada pihak
kedua secara ikhlas dalam hal urusannya.®

Pada tahun berikutnya orang Yatsrib mengunjungi Nabi saw untuk
melakukan bai’at yang kedua kalinya. Bai’at ini merupakan bai’at politik.
Kedua bai’at yang dilakukan Rasulullah itu merupakan titik balik untuk
lahirnya pemerintahan Islam, sebab adanya hijrah dan membangun tatanan
masyarakat Madinah yang merupakan konsekuensi logis dari akibat terjadi
kedua bai’at itu.** Muhammad S. EI Wa menyatakan, sesuatu kenyataan
bahwa hijrah Rasululah beserta pengikutnya ke Madinah merupakan
akibat dari kedua bai’at itu, dan juga merupakan pondasi munculnya
pemerintahan Islam.*

Dari keterangan diatas jelas menunjukkan bahwa nabi melakukan

~ l

pe'rS|apan membangun su,atu garaf telah diusahakan sejaks prahurah

¢ |
\~* ‘ 0

& m|n|mal Nabi telah bertmdak tltiak hanya dalam urusan ukhraw4 semata

- ‘-4
—

tetap ‘emerankan dirinya sebagai tokoh politik. =™ e

Peno%at RasuluWahabatnya hijrah ke

Madinah tﬁah dllaks@rakan ba |1 at de}\rl sebagla e525 oarng madinah.
SLAN l’t

Sekallpun Rasﬁlﬂ E )Tl;& N(lnya d| kota Madinah,
tetapi otoritas ke 12 ;Err?&nriﬁﬂﬁa&g dipilih dan dilantik langsung
'

oleh Rasulullah pada malam pembaiatan itu mulai berlaku dibawah

kekuasaan politik yang terpadu, sedangkan pemimpinnya Rasulullah saw

**Suyuthi Pulungan, Op. Cit. h.77-78

3% Zakaria Syafe’i, Negara dalam perspektif Islam Figh Siyasah, (Jakarta: Hartomo
Medika Pustaka, 2012), h, 46.

*> Muhammad S. EI Wa, On The Political Sistem Of Islamic State, Cet. I, Pent. Anshari
Thayyib, Sistem Politik dalam Pemerintahan Islam, (Surabaya:Bina IImu, 1983), h. 33.
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sendiri sebagai pemegang tampuk kekuasaan pusat. Pembangunan masjid
merupakan pusat perhatian beliau yang utama karena dengan adanya
masjid yang sebagai tempat peribadatan dan sebagai tempat bertemunya
orang-orang beriman. Masjid sendiri bersifat multifungsi, karena masjid
menjadi pusat/sentral kegiatan umat sebelum terjun untuk membangun
tatanan masyarakat politik di Madinah. Pembangunan masjid itu dari segi
agama berfungsi sebagai tempat beribadah kepada Allah, sedangkan dari
segi sosial berfungsi sebagai tempat mempererat hubungan dan ikatan
jamaah Islam.®

Langkah berkutnya Nabi adalah menata kehidupan sosial politik
komunitas-komunitas di Madinah. Untuk ini Nabi menepuh dua cara;
Pertama, menata interen kehidupan kaum  muslimin, dengan

_ mempersaudarakan kaum MuhTmn dengan kaum Anshar secara efektlf

\
bt |

Persaudaraan itu diikaf berdasa'rkan |katan agama (agama). Kedua Nabi

mempers‘tukan kaum_Muslim dan kaum Yahudi 'bersama sekutu-

sekutunya mw tertulis Wengan nama Piagam

Madinah.*’ Isi mual&rl lagam t| rsebut men gamb kan hubungan antar

JNIV aLAalN K

Islam dan ketaﬁ ﬁﬁg‘umd $W,&yw dlletakkan oleh Nabi,
untuk menata kehldupﬁ 'as jﬁ-o’htf m%grakat Madinah.

1

'

Isi kandungan dalam naskah perjanjian atau Piagam Madinah

terdapat beberapa prinsip, yaitu :

% suyuthi Pulungan, Op. Cit, h. 84
¥"Ibid. h.85
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1. Prinsip orang-orang muslim dan mukmin adalah umat yang satu dan
antara mereka dan non-muslim adalah juga umat yang satu;

2. Prinsip persatuan dan persaudaraan;

3. Prinsip persamaan; Prinsip kebebasan;

4. Prinsip tolong-menolong dan membela yang teraniaya; Prinsip hidup
bertetangga;

5. Prinsip keadilan;

6. Prinsip musyawarabh;

7. Prinsip pelaksanaan hukum dan sanksi hukum;

8. Prinsip kebebasasn beragama dan hubungan antar pemeluk agama
(hubungan antar bangsa/internasional);

9. Prinsip pertahanan dan perdamaian;

N “
- -4

, _6. Prinsip amar makruf dan na)—r-munkar' o |

O,
\\ 'A. l¢ \ ’

‘._{11 Prinsip kepemlmpman Prlnérp tanggung jawab pribadi dan kglompok

“lr= v.-‘

Prinsip Ketakwaan dan ketaatan.® -

uwn menyaw Negara Islam di

Madinah t(irnyata unsur- uqsu( t seb tter enuhj aks tnya ialah umat
RS TRS ST AR R = GER]

Islam yang teﬁ IENnn NT .1 Undang-undang yang
mereka taati adalaﬁ;-D:J&[ '{3{3 Lljaﬁfgg\g?&!dlaml adalah Madinah.

Pimpinannya Rasulullah saw. Dengan sistem pemerintahan yang berkuasa

bid. h.89
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dalam seluruh urusan kenegaraan, sebagai mandataris dari rakyat (umat)
yang telah menyerahkan mandat kekuasaan tersebut.*

Dalam praktik kepemimpinan Nabi saw, selalu bermusyawarah
dengan para sahabat baik yang hal kecil maupun hal yang besar
dampaknya bagi kehidupan masyarakat. Seperti yang telah di sebutkan

dalam Q.S Al-Syura ayat 38 dan Q.S Ali Imran ayat 159:

Ly 255 &) v.af\) syl 1,60 g psial Sl
Artinya:

Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan
Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan)
dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan seba%lan
darl rezki yang Kami berlkgn kngda mereka ( Q.S As-Syura ayat'38)

B
‘ y

-

' |
- -
.

Jfﬂw ‘ép—“’))[ﬂ) ("?"9“'”& 3>

UNIVERSITAS |5 ROk Bt 410
Artinye: RADEN INTAN

Maka disebaﬁg@lﬂ@% Htah-lah kamu Berlaku lemah
lembut terhadap me " SéKiranya 'k bersikap keras lagi berhati
kasar, tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu
ma'afkanlan  mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan

bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.

% Zakaria Syafe’i, Op.Cit, h. 52
*“Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 487
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Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya.(Q.S Ali Imran ayat 159)."

Pada umumnya, para ahli berpendapat bahwa masyarakat yang
dibentuk oleh Nabi di Madinah itu adalah Negara, dan beliau sebagai
kepala Negara. Ali Abd al-Raziq berpendapat bahwa Nabi Muhammad
saw tidak mempunyai pemerintahan dan tidak pula membentuk kerajaan.
Sebab beliau hanya seorang Rasul sebagaimana Rasul-rasul lainnya, dan
bukan sebagai seorang raja atau pembentuk Negara. Pembentukan
pemerintahan tidak termasuk dalam tugas yang diwahyukan kepada
beliau.Walaupun kegiatan-kegiatan tersebut dapat disebut kegiatan
pemerintahan, namun bentuk pemerintahannya sangat sederhana, dan
kekuasaannya bersifat umum, mencakup soal dunia dan akhirat.*?

Mengingat bahwa Islam bersifat universal yang tidak pa;ya

A mé’ngatur hubungan a_ri'té‘.ra‘. rﬁnus'i_’si.l:lgepada Tuhannya, tétapj j'u‘ga

b m'je_nggtur hubungan antar manusia baik individu maupun kqlompdk,' maka

... —

hal ini sangat lggis apabila Nabi Muhammad itu sebagai Rasul dan

pemimpin masyarakat, terpenuhiny@kebutuhan fisik materiil maupun
spiritualiye] HohingQa-ekaier $iculkepdhaaipnidn kesejahteraan

s RADEN INTAN

2. Pemerintahan Islam rfasgdKfuldfa &1 jHadyidin

Pemerintahan Abu Bakar (11-13H). Nabi Muhammad saw tidak
meninggalkan wasiat tentang siapa yang akan menggantikan beliau

sebagai pemimpin politik umat Islam setelah beliau wafat, beliau

*'Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 71
*2suyuthi Pulungan, Op. Cit, h. 104-105
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tampaknya menyerahkan persoalan tersebut kepada kaum muslimin sendiri
untuk menentukannya.*®

pengangkatan Abu Bakar menjadi khalifah merupakan awal
terbentuknya pemerintahan model khilafah dalam sejarah Islam.
Pengangkatannya untuk memangku jabatan tersebut merupakan hasil
kesepakatan antara kaum Anshor dan kaum Muhajirin dalam musyawarah
mereka di Tsagifah Bani Sa’idah. Musyawarah itu sendiri merupakan ide
dari kaum Anshor secara sepontan setelah sehari wafatnya Rasulullah
saw.” Kedudukan Nabi yang digantikan oleh Abu Bakar sebagai Khalifah
Nabi saw bukan sebagai Khalifah Allah.* Maka sebagaimana Nabi saw,
Abu Bakar pun selalu melakukan musyawarah dengan para sahabat dan

tokoh-tokoh Madinah sebagai lembaga legislatif pemerintahannya.

4

\a .
» A = y

_"'._ Praktik pemerintahan K)—‘alifathbu Bakar yang terpenti.ri.é-d.iéntara

'yq_ng lainnya adalah me'hg'e.nai stksesi kepemimpinannya atas inisiégti'f'Abu

Bakar séfdiri menunjuk Umar bin Khattab untuk Tenjadi Khalifah

berikutnya rﬂww Bakarw faktor alasan Abu

Bakar menpunjuk_langsung U[nar in Kh ttab untuk men gantikan posisi
THINVERSTP AT ST AR R EGER

Khalifah setel? A ﬁE N!a Rj—rd’ailwekhawatirannya akan
terulang kembali peritti\'&a rwg)nﬁfﬁa@(an di Tsaqifah Bani Sa’idah
1
'

yang nyaris terjadi perpecahan umat Islam yang kala itu tidak ada satu

petunjuk pun dari Rasulullah mengenai kepemimpinan setelah beliau

“3 Badri Yatim, Sejarah Peradaban Islam, (Jakarta: rajawali pers, 2014), h. 35
**Beni Ahmad Saebani, Op. Cit, h. 215
*Rasul Jafariyan, Sejarah Khilafah, (Jakarta: Al-Huda, 2006), h. 20
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wafat. Maka dari itu Abu Bakar menunjuk langsung Umar bin Khattab

untuk mencegah hal-hal yang buruk terjadi.

Beberapa catatan dari penunjukan langsung oleh Abu Bakar
terhadap Umar bin Khattab yaitu:

a. Abu Bakar dalam menunjuk Umar tidak meninggalkan asas
Musyawarah.

b. Abu Bakar tidak menunjuk salah satu Putra atau kerabatnya melainkan
memilih orang yang punya nama serta disegani oleh masyarakat karena
sifat terpuji yang dimilikinya.

c. Pengukuhan Umar menjadi Khalifah sepeninggal Abu Bakar berjalan
baik dalam satu baiat umum dan terbuka tanpa ada pertentangan dari
kalangan kaum muslimin, sehingga Abu Bakar untuk mempertahank:em

—

.7-.' keutuhan umat Islam.den\garrara,p.equnjukan itu terjamin. £

L v

' Pemerintahan Urﬁz;r bin Khétféb (13-23 H). Khalifat']-_'lljmar

-
-

memerintal selama sepuluh tahun.“® Pengangkatan UMAT berbeda dengan

pendahulunym mendapaWn sebagai Khalifah

kedua tldakjrre[alw ,pemlllh,ar] dairksuatg }orup Lty?_w’%rih yang terbuka,

tetapi dengan ﬁ E g %j\ ﬂr'ﬂ.mya.“7 Mengenai garis
politik Umar dﬁnq& Trrﬂiﬂt?tglgrmj(;ungan menyimpulkan sebagai
'

berikut:
a. Persyaratan bagi calon kepala Negara

b. Menetapkan dasar-dasar pengelolaan Negara

**Badri Yatim, Op. Cit, h. 38
*’Beni Ahmad Saebani, Op. Cit, h. 215-216
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c. Mendorong para pejabat Negara agar benar-benar memperhatikan
kemaslahatan rakyat dan melindungi hak-haknya.

d. Jabatan yang dipegang seseorang adalah amanah yang harus
dipertanggungjawabkan kepada Tuhan dan rakyat.

e. Mendidik rakyat supaya berani memberi nasehat dan kritik kepada
pemerintah.

f. Khalifah Umar telah meletakkan dasar-dasar pengadilan dalam
Islam.*®

Tidak bedanya yang seperti yang dilakukan Nabi saw dan Abu

Bakar, Umar pun selalu mengadakan musyawarah dengan tokoh-tokoh

Anshor dan Muhajirin, dengan rakyat dan dengan para administrator

pemerintahan untuk memecahkan masalah-masalah umum dan

l

) Fmegaraan Oleh karena- i,tu inTotuslmusyawarah telah dlwuwdkan olbh

¢
B
e,

khallfah Umar menjadi majells'atau lembaga tertinggi sebagal pemegang

kekuasaan legislatif dalam pemerintahannya. Setiap" keputusan dan

peraturan ymaa masa Wa diproses melalui

N IVERSITAS ISLAK NEGER]

Umar Jﬁﬁrﬁ E Nenrhrk]bﬁwawarah untuk memilih
calon gubernur diwilayahpy; tas dan jujur menurut mereka, tentu
TAMP N

saja pengesahan atas pemilihan tersebut yang dilakukan oleh Khalifah.*

Bahkan ketika Umar mengangkat seorang gubernur, ia mendengarkan

*8suyuthi Pulungan, Op. Cit, h. 129-130.
“Ibid, h. 131
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saran dan aspirasi oleh rakyat setempat dalam musyawarah baik itu warga
muslim maupun non-muslim.

Institusi sosial politik di Madinah yang dibangun oleh Khalifah
Umar bin Khattab adalah pelaksanaan administrasi pemerintahan di daerah
dengan menerapkan desentralisasi, yaitu pelimpahan wewenang dan
otonomi seluas-luasnya kepada pemerintah daerah. Di setiap provinsi atau
daerah kekuasaan yang dibagi Khalifah Umar mengangkat gubernur yang
disebut wali atau amir yang berkedudukan sebagai pembantu Khalifah
atau wakil Khalifah ditiap-tiap daerah kekuasaan.

Hasil musyawarah diakhir hidupnya khalifah dengan sejumlah
pemuka masyarakat Madinah yang terpenting adalah terbentuknya tim
formatur yang bertugas memilih Khalifah setelah Umar. Lalu Umar

\ menyebutkan nama enam oran yaltu AI| bin Abi Thalib, Utsman bln

W
l

Affan Abdurrahman b|n Auf Saad bi Abl Waqqas, Zubeir AWWam dan

Thalhah bin Ubaidillah serta Abullah bin Umar tanpa punya hak suara atas

enam orangwsar pertiwnemilih enam orang

tersebut, K ﬁnq se ert'l yarLg Q|riy t?ka}'n rRaSU|U”i*1 ifrm suk orang yang
=y

menadapat J aek ur Tﬂ ng dijadikan dasar
pertimbanganrl% EL[?&??' Mﬁ/akilgamar golongan yang
'

menurutnya akan terjadi ketidakpuasan karena ambisi pribadi masing-
masing golongan. Dengan kebijakan yang dilakukan Umar bertujuan

untuk menghindari terjadinya perpecahan dikalangan kaum muslimin.

lbid, h. 136
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Pemerintahan Utsman bin Affan (23-35 H). sesuai dengan pesan
Umar, setelah beliau wafat maka mereka, ahl- al-syura segera mengadakan
pertemuan untuk bermusyawarah menunjuk salah satu diantara enam
orang Yyang dipilih Umar untuk melanjutkan kepemimpinan pasca
wafatnya.”* Pada proses penetuan siapa calon Khalifah menuai beberapa
kendala yang menjadikan prosesnya memakan waktu lama, bahkan terjadi
perpecahan antar umat Islam pada proses pemilihan calon Khalifah antara
pendukung Utsman dan pendukung Ali yang puncaknya perpecahannya
pada masa Khalifah Ali. Berdasarkan keputusan Abdurrahman bin Auf
bahwa Utsmanlah yang terpilih menjadi Khalifah walaupun Ali merasa
tidak suka cara Abdurrahman yang menurutnya memihak kepada
Utsman.>

4

% Jalannya musyawarah getersebut cukup demokratj,s':- .t.)ah)Na

.
= y

" Abdurrahman tidak hariya bermusyawarah' dengan anggota teamgformatur

- "p -
-

saja yang hampak begitu terbuka tetapi ia juga “m‘e'n:éi'ifi keinginan

masyarakat. MengambiImeak ia tidak punya

alasan kuqt ntuk menetapkan Ut Man,s bagai Kqu'tah. Yang ia jadikan
MIVERSTTAS ‘i VREGER

dasar keputuqu)ﬁ ﬁan r‘hTtTn}l mih tegas daripada Ali
dalam menjawab pert yaﬂ){.a;ﬁ-g ﬁrm?gleh Abdurrahman.
'

Pelaksanaan pemerintahan Khalifah Utsman pada dasarnya tidak
berbeda dari para pendahulunya. la menegaskan akan meneruskan

kebiasaan yang dibuat oleh para pendahulunya. Pemegang keukuasaan

>'Beni Ahmad Saebani, Op. Cit, h. 218
%2Rasul Jafariyan, Op. Cit, h. 184-185
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tertinggi berada ditangan Khalifah dan pemegang sekaligus pelaksana
kekuasaan eksekutif. Pelaksanaan tugas eksekutif pusat juga dibantu oleh
sekertaris negara, sedangkan kekuasaan legislatif dipegang oleh dewan
penasihat atau Majlis Syura.

Prestasi tertinggi pada masa pemerintahan Khalifah Utsman adalah
menyusun Al-Qur’an standar, yaitu penyeragaman bacaan dan tulisan Al-
Qur’an seperti yang kita kenal sekarang ini. Dan beberapa kegiatan
pembangunan di wilayah Islam yang luas meliputi; pembangunan
pemukiman di daerah-daerah, jalan, masjid, jembatan wisma tamu,
pembangunan kota-kota baru,perluasan masjid Nabi di Madinah, tempat
persediaan air di kota-kota padang pasir, dan di ladang-ladang petrernakan

unta dan kuda.

l

T —

% Tahun-tahun benk,utny pemermtahan Khalifah Utsman mu,ial

¢ B

bt |

goyah rakyat di beberapa daerah memprotes atas kebijakan Khallfah yang
d|n| 't|6aT< adil. Protes rakyat terhadap Khalifah ber'ﬁubungan dengan

pengangkatawg membW&rnur yang diangkat

oleh Khallﬁh Umar ijan d,|grlkan ?eng}:im Sﬁi‘ 3aiudara Khalifah

Utsman.’ Kebﬁﬁyﬁ Ewlt ﬂaﬁefaelolaan uang negara, ia
dituduh menyalahgun k?&Liar;ﬁBeﬁfj M@k kepentingan pribadinya dan

kaum kerabatnya. Puncak dari kurangnya kepercayaan rakyat kepada

Utsman ditandai dengan munculnya pemberontakan oleh ribuan orang dari

>*Badri Yatim, Op. Cit, h. 38
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Kufah, Basrah, dan Mesir yang secara bersamaan.>* mereka mengepung
rumah Utsman selama empat puluh hari dan berhasil membunuhnya
ketika khalifah sedang membaca Al-Qur’an serta tidak diketahui siapa
pembunuhnya.

Pemerintahan Ali bin Abi Thalib (35-40 H). Akhirnya Ali bin Abi
Thalib dikukuhkan menjadi khalifah keempat menggantikan Utsman bin
Affan yang mati terbunuh oleh kaum pemberontak, pengukuhan Ali
menjadi seorang khalifah tidak semulus seperti para pendahulunya. la di
bai’at ditengah suasana berkabung, pertentangan dan kekacauan dan
kebingungan umat Islam Madinah. Sebab kaum pemberontak yang
membunuh Utsman mendaulat Ali supaya bersedia dibai’at menjadi
Khalifah® dan memerintah hanya selama enam tahun.>

l

-7'-. Kebijakan- kebljaka,n bar yang dlkeluarkan oleh Ali set'elah resml
& menjadl khalifah adalah membérhentlkan 'semua gubernur yang dlangkat

Utsman, fermasuk juga Muawiyah, dan digantikan defigan ’pejabat-pejabat

baru. TerjadlMa tentangwpejabat-pejabat baru

dlkalangan jnas.yarakai; iiaerah ad uIa y ng bers Eg%netral Khalifah Ali

pun melakuka BEKN rj Npejabat baru dan tidak
segan memberEré\%lﬁﬁtﬁﬂ Pﬂ\ag::%engan

Selesainya masa pemerintahan Khalifah Ali yaitu dengan
diadakannya Tahkim atas permintaan Muawiyah saat terjadi perang

Shiffin untuk melakukan perdamaian, namun hasil Majlis Tahkim

>*Rasul Jafariyan, Op. Cit, h. 265
%% Suyuthi Pulungan, Op. Cit, h. 160
>®Badri Yatim, Op. Cit, h. 39
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(arbritasse) menimbulkan masalah baru dengan adanya dualisme
pemerintahan.®’ Atas keputusan majlis tahkim yang disiasati oleh Amr bin
Ash dan melakukan rekayasa pemberhentian Ali dari jabatan khalifah dan
mengukuhkan Muawiyah sebagai menjadi khalifah secara sepihak. Atas
kejadian itu sebagian pengikut Ali memprotes atas keputusan Majlis
Tahkim dan menyatakan keluar dari kelompok Ali, menurut mereka telah
melakukan kesalahan besar telah menerima keputusan Majlis Tahkim. Dan
kelompok ini pula yang disebut dengan Khawarij dan kelompok ini pula
yang membunuh Khalifah Ali.*®
Catatan umum mengenai pemerintahan yang di contohkan oleh
Khulafa al-Rasyidin.
1. Mengenai pengangkatan empat orang sahabat Nabi saw terkemu‘ka
o R
|

) yang berbeda cara pengangk ya ( s,

! 2 el ‘. \.
2 Pemerintahan Khulafa al R'asyldln tldak memiliki konsﬂtu&l secara

——— ___.‘--

khusus Sebagai dasar penyelenggaraan pemerintahan.™

3. Jalannyammak meWs masa jabatan bagi

R s TAs ISLAN NEGERI

4. Penyeleng p N 1 A‘ﬁjnakan beberapa prinsip
yakni; pnﬁ%%%theﬂwmrsamaan prinsip kebebasan

dalam berpendapat, prinsip keadialn sosial dan kesejahtraan rakyat.

>’ Sayid Kamal, Khilafah atau Kerajaan? Mengungkap SebuahFragmen sejarah Islam,
(Jakarta: nur al-huda, 2015), h. 235
>#Suyuthi Pulungan, Op. Cit, h. 167.
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5. Dasar-dasar dalam penyelenggaraan negara adalah Al-Qur’an dan
sunnah Rosul, hasil ijtihad sahabat, dan keputusan Majlis Syura.>®
3. Pemerintahan Islam Pasca Khulafa al-Rasyidin
a. Pemerintahan Dinasti Umayah(41-132 H).

Periode Negara Madinah berakhir dengan wafatnya Khalifah Ali
bin Abi Thalib. Tokoh yang memegang kekuasaan pemerintahan
setelah Ali adalah Muawiyah bin Abi Sufyan, gubernur wiyalah Syam
sejak zaman Khalifah Umar. Dan ia adalah pendiri dan khalifah
pertama Dinasti ini,° pemerintahan yang bersifat demokrasi berubah
menjadi monarchiheridetis (kerajaan turun temurun).”’ Kekuasaan
dinasti Abbasiyah kurang lebih selama 90 tahun.

Hasil kebijakan-kebijakan politik yang dikeluarkan oleh

l

) MuaW|yah Pertama, pusat prmermtahan dipindahkan dari Madlnah ke

\
‘ »

., Damaskus. Kedua, MuaW|y‘ah memberi penghargaan kepada ‘orang-

orang “yang telah berjasa dalam perjalanannya™ sampal puncak

kekuasaawnumpas Wg beroposisi yang

dlangﬁai)r’ya berb@hayq jlk&i tida Flsar‘d@ Fde gan harta dan
5

kedudukanﬁ)&ﬁrrEaﬁ Tﬁj’ﬁrﬂNk Keempat, membangun
kekuatan militer ya;@L te a angkatan, darat, laut, dan
LTS

kepoisian yang tangguh. Kelima, meneruskan perluasan wilayah
kekuasaan Islam baik ke timur maupun ke barat. Keenam, Muawiyah

maupun para penggantinya membuat kebijakan yang berberda dengan

*°Ibid, h.169-171
®lbid, h. 172
®'Badri Yatim, Op. Cit, h. 42
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zaman Khulafa al-Rasyidin dengan merekrut orang-orang non muslim
sebagai pejabat pemerintahan. Ketujuh, Muawiyah melakukan
pembaharuan dalam bidang administrasi pemerintahan dan
melengkapinya dengan jabatan-jabatan baru. Kedelapan, kebijakan
politik terpenting yang dibuat Muawiyah adalah menguabah sistem
pemerintahan dari bentuk khilafah yang bercorak demokratis menjadi
sistem monarki dengan mengangkat putranya Yazid sebagai putra
mahkota untuk menggantikan sebagai khalifah sepeninggalnya
Muawiyah nanti.

Karena keputusan potilitik Muawiyah itu mendapat protes dari
umat Islam golongan Syi’ah, pendukung Ali, Abd al-Rahman bin Abi
Bakar, Husein bin Ali, dan Abdullah bin Zubeir. Bahkan kalang:em
i je;‘j;k

s y

= y

"\ Rasulullah atau Abt Bakar atau'Umnar trusan Khalifah.®2 Namun tidak

ai't.é.ngjg’api oleh Muawiyah karena ia khawatir akaﬁTl'rﬁ:l'J'l]I kekacauan

kalau ia wt putra meenggantinya.

IR SRS TS ARG ERT™

pemerintah ﬁuﬁagﬁsyf y]b i,ﬁerikut: unsur pengikat
bangsa Iebiﬁjitel]a-nﬁn‘ﬁ%ﬁ%a@jﬁtik dan ekonomi; Khalifah

adalah jabatan sekuler dan berfungsi sebagai kepala pemerintahan
eksekutif; kedudukan khalifah masih mengikuti tradisi kedudukan

kepala suku Arab; Dinasti ini lebih banyak mengarahkan kepada

®2Suyuthi Pulungan, Op. Cit, h. 177.
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kebijakan perluasan kekuasaan politik Negara. Ciri lain dari dinasti ini
adalah kurangnya musyawarah, karenanya kekuasaan khalifah mulai
bersifat absolut dalam sistem pemerintahan Dinasti Umayah yang
mengambil bentuk Monarki.®®

b. Pemerintahan Dinasti Abbasiyah(132-656 H).

Berdirinya Dinasti Abbasiyah ini merupakan hasil perjuangan
gerakan politik yang dipimpin oleh Abu al-Abbas yang dibantu oleh
kaum Syi’ah dan orang-orang Persi.** Sistem dan bentuk pemerintahan
Dinasti Abbasiyah pada hakikatnya tidak jauh berbeda dengan Dinasti
Umayah. Ada hal-hal baru diciptakan oleh bani Abbas. Sistem dan
bentuk pemerintahan Monarki yang melanjutkan dari Dinasti Umayah,
dan memakai gelar khalifah namun derajatnya lebih tinggi dari gelar

.khallfah masa Dmastl I&mayah Khalifah-khalifah ~Abba5|y‘ah

s menempatkan diri sebagal zhillullah i al-ardh (bayangan rAIlah di

-

bumD’eg -

Padawa pemerWAbbaswah mencapai

masa ﬁn]aianny@ Secara lRS“tIS arzi\ kﬂa{\i_h 5nlerupakan tokoh
) ™

\

yang kuat (ﬁ l? at rK pﬁlijik dan agam sekaligus.
Periode ini jugaK EQ&?JEW{%ZE;EMSM bagi perkembangan
'

filsafat dan ilmu pengetahuan dalam Islam.?® Puncak keemasan dinasti

Abbasiyah berada ditangan tujuh khalifah, yaitu: Al-Mahdi (775-785),

®3Ibid, h. 182
®Ibid, h. 182
®Ibid, h. 183
%8 Badri Yatim, Op. Cit, h. 50
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al-Hadi (775-786), Harun Al-Rasyid (786-809), Al-Ma’mun (813-
833), Al-Mu’tashim (833-842), Al-Wasiq (842-847), dan Al-
Mutawakkil (847-861).

Ciri-ciri perbedaan tentang praktik pemerintahan Khulafa al-
Rasyidin dengan Dinasti Abbasiyah yaitu; unsur pengikat bangsa
adalah agama; jabatan khalifah adalah suatu jabatan yang tidak bisa
dipisahkan dari suatu Negara; kepala pemerintahan eksekutif dijabat
oleh seorang wazir; Dinasti ini lebih menekankan kebijakan pada
konsolidasi dan peningkatan pertumbuhan ekonomi; dinasti ini bersifat
universal karena muslim Arab maupun non-Arab adalah sama; dan
corak pemerintahannya dipengaruhi oleh kebudayaan Persia. Ciri
lainnya adalah kekuasaan Khalifah bersifat absolut sangat menonjol,

te -7-. Dinasti ini memanfaatkan ‘remajuan ekonomi untuk pengemban.gém

. penelitian- penelltlan |Im|ah' ‘diberbagai bidang yang menghaSIIkan

- .
- - -

prestasiyang mengagumkan dunia®’ —

Dma@untuh paWM ditangan orang-

orangl IYIon,goI SEJ k §aat ‘q dun| Ii!am %lefgl mempunyai

khalifah sﬁgﬁ tthgﬁrs tr\af—r:l& Nam Yang ada hanya
kerajaan-kerajaan Ee:a)faa%ge eN atan

C. Sistem PemerintahanlslamDalam Figh Siyasah

Pemerintahan dalam Islam yang dimulai dari masa Rasulullah saw hingga

Khulafa ar-Rasyidin merupakan bentuk awal dari sistem pemerintahan Islam

%7Suyuthi Pulungan, Op. Cit, h. 188-189
*bid, h. 189
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yang semua kebijakan didasarkan pada hasil musyawarah. Berbeda halnya
dengan bentuk pemerintahan yang dibawa oleh dinasti bani Umayah dan
Abbasiyah, yang semula berdasarkan musyawarah digantikan dengan sistem
monarki (kerajaan). Sistem monarki merupakan sistem pemerintahan yang
menjadikan raja sebagai sentral kekuasaan, seorang raja berhak menetapkan
aturan bagi rakyatnya, perkataan raja adalah undang-undang tertinggi yang
harus ditaati, raja memiliki hak khusus yang tidak dimiliki oleh rakyat.®
Munculnya istilah khilafah dalam terminologi politik Islam, diawali saat
umat Islam merasa perlu dilanjutkannya kepemimpinan sepeninggal
Rasulullah saw, mereka sadar bahwa sebagai Nabi dan Rasul yang
menjadikannya pemimpin spiritual denga otoritas keagamaan, dan juga
sebagai pemimpin politik dan Negara Madinah.” Dalam konteks ini, kata

. _—
khllafat bisa mempunyai artl sekurder atau arti bebas, yaitu pemerintahan

L

Ly vt

atau |nst|tu5| pemerlntahan “dalam- sejarah Islam.”* Khilafah juga “dapat

dlartlkan seﬁagal pemerintahan Islam yang. tidak dibatasi oleh teritorial,

sehingga kekhalwwuti beerangsa. Pada intinya,

khilafah mergwkqn Kepe[mnjpjnan umym yang n1e gurysi agama dan
llﬁl s ?‘ T

kenegaraan sebagaj Aﬁ Eﬁw
Arti khilafah dﬁm At%&iﬁﬁwﬂlj!;éj ’?a?iI:Jata khalfun yang artinya

belakang, kemudian berkembang menjadi Khilfatan (bergantian), khilafah

**Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Figh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik
Islam, (Jakarta: Erlangga, 2007), h. 209

"®Wahyu Wibisana, Khilafah Sebagai Sistem Politik: peluang dan tantangannya, juranal
pendidikan agama Islam-ta’lim Vol. 9 No. 2 — 2011, h. 137-138.

"'Suyuthi Pulungan,Op. Cit, h.. 46-47.

’Mujar Ibnu Syarif dan Khamami Zada, Op. Cit, h. 205.
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(kepemimpinan sebagai pengganti), khalifah, khalaif, khulafa (pemimpin,
pengganti).” Di dalam Al-Qur’an terdapat 2 ayat yang menyebutkan dalam
bentuk kata benda yang dimaksudkan kepada manusia sebagai khalifah di

bumi, yakni pada surat al-Bagarah ayat 30 dan surat Shad ayat 26:

Artinya:

Ingatlah  ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.”
mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu
orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah,

F.P_ad_gpal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan
. Engkau?" Tuhan berfirman: #Sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak
" kamu ketahui. (Q.S al-Bagarah : 30?.97 W3 )

1 AR
w2
:'. 22 = »
) I 4
l

Vi ' it
41..‘-/ .‘.u/"d CJT P }9 "’./ ai"‘ R Z - ~ 2 /’/{ ‘C" L8 -
o St . . 3 .o 7 S

(“_“‘u/- YE o o [ 5 é:"b St M L3 MJ?—,,/ Sl > /l .3))‘.&;5

> -

PR 87 _ 37

W o o Aad (554!
T Tl . o o By E S ] 7
UNIVERSITAS ISLARMESRH] S W s

Hai Daud, Sesungguhnﬁsg i jgﬂm gwu khalifah (penguasa) di muka
bumi, Maka berilah keputeosan Tfﬂ rkar i ara manusia dengan adil dan
janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan kamu dari jalan

Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan Allah akan mendapat azab
yang berat, karena mereka melupakan hari perhitungan.(Q.S. Shad : 26).”

*pimpinan Pusat Persatuan Islam, “Makna khilafah dalam Al-Qur’an dan sunnah”,
http://persis.or.id/makna-khilafah-dala-al-qguran-dan-sunnah/. Diunduh pada tgl 27-10-2017 pukul
09.00 wib

"*Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 6

">Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 454
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Dari pengertian Al-Qur’an diatas bahwa pengertian dari khilafah yang asal
kata dari khalfun yang kemudian berkembang menjadi khalifah yang memiliki
arti penerus atau penguasa di bumi. Kata-kata khalifah dalam Al-Qur’an lebih
menunjuk kepada fungsi manusia secara keseluruhan daripada kepada seorang
kepala Negara. Kata khalifah sebagai kepala Negara adalah kepala Negara
pengganti Nabi di dalam memelihara agama dan mengatur keduniawian.”

Menurut M. Igbal, bahwa suatu negara bisa disebut sebagai Negara Islam
apabila memenuhi tiga kriteria, yaitu:”’ Ummah (masyarakat Muslim),
Syari’ah (diberlakukannya hukum Islam), dan Khalifah (kepemimpinan
masyaakat Muslim). Muhammad Husein Haikal mengatakan, di dalam Islam
tidak terdapat sistem pemerintahan secara baku, umat Islam bebas menganut

sistem pemerintahan, asal sistem pemerintahan tersebut menjamin persamaan

L
-

! antara- warganya. Baik hak dan wapban termasuk persamaan dlmqka

L
. \
bt |

hukum pengelolaan suatu Negdra dlsefenggarakan berdasarkan Syura

(musyawaraﬁ)’dengan berpegang kepada tata nilai etika dan moral yang

diajarkan oleh Iswban manw

Khilafah jjiilqh Iemp ga peme{\ntatla? orang y ng "nenjalankannya

disebut dengan KF?K. DUE\ Nahfﬁfvﬁ&w untuk menyebut para
penerus Nabi Muhammad s kepemjmpinan Negara Islam Madinah
LA RB RS

"®Djazuli, Op. Cit, h. 59.

”’Mukti Ali, Alam Pikiran Islam Modern di India dan Pakistan,( Bandung: Mizan, 1993),
h. 173.

"®Hepi Reza Zen, Op. Cit, h. 34
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setelah beliau wafat.”® Al-Maududi mengatakan Khalifah adalah pemimpin
tertinggi dalam urusan agama dan dunia sebagai pengganti Rasul.®

Didalam sejarah Islam tidak hanya istilah khilafah saja sebagai institusi
pemerintahan Islam, tetapi ada istilah lain yang muncul dalam sejarah
pemerintahan Islam yakni Imamah dan Imarah.

Istilan imamah dan khilafah disandingkan secara bersamaan untuk
menunjuk pada pengertian yang sama, yakni Negara dalam sejarah Islam.
Tetapi dikalangan Syi’ah imamah di kotekstualisasikan dalam bentuk wilayah
al-fagih, kunci utama sistem imamah dalam politik Syi’ah terletak pada posisi
imam. Para imam dianggap sebagai penerus Nabi dan pewaris yang sah dari
otoritasnya, hal ini bukan dikarenakan imam adalah keluarga Nabi, melainkan

imam merupakan orang yang shaleh taat kepada Allah dan mempunyai
—— -1

. karakteristik untuk mengemb,an kTpemlmplnan politik agama. Kata imam
L 3 / v
turunan dari kata amma yang berarti’ menjadl ikutan imam berarti pemlmpln

‘l
bt |

atau orang yang harus diikuti, dan atau mendahului, memin 3 Secara istilah

imam adalah seémmmgang Walam urusan agama

dan urusan du skallgu
HREIE Tas 1SLAK NEGERI

Pengertlan maﬁ ﬁ @Edﬁn eﬁ ﬁpﬂeNtahan Islam ialah suatu
gelar yang digunakan baEi Eﬂlwwﬂlﬁ &Iayah kecil, atau bisa disebut
1
'

dengan gubernur. Pada ahir masa dinasti Abbasiyah wilayah-wilayah kecil

banyak yang memerdekakan dirinya, gelar yang sebelumnya amir atau

“Ibid, h.27

8syyuti pulungan.Op. Cit, h. 53

8 Muijar ibnu syarif, Op. cit, h. 211
82 Suyuthi Pulungan, Op. Cit, h. 63.
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gubernur sebagai pemimpin wilayah kecil berubah menjadi sultan yang
memimpin wilayahnya sendiri.

Pemerintahan dalam Islam boleh dipegang oleh siapa saja yang mampu
dan memenuhi syarat-syarat untuk menjadi seorang pemimpin Negara atau
kepala Negara. Sistem pemerintahan khilafah yang dimulai sejak wafatnya
Rasulullah saw mengalami perkembangan yang sangat cepat dengan model-
model pemerintahan yang sangat rapi, meskipun pada Dinasti Umayah dan
Abbasiyah sistem khilafah mengalami penyimpangan jauh yang semula
khilafah syura menjadi khilafah monarki.

Khilafah atau pemerintahan dalam Islam merurapakan sebuah institusi
politik, yang tidak dapat dipisahkan dari aktifitas politik. Sedangkan aktifitas

politik Islam didasarkan kepada empat asas, yaitu:

-

| ‘ N

.
- - » A = y
. . ,

" Syara’, bukan berada ditangan manusia, Umat atau yang lainnyas Dengan

ajaran tefsebut membawa konsekuensi sebagai berikUt; :5értama, yang

menjadi penMnguasa aWara’ bukannya akal.

Kedua, S|qp un akan, enlpuny ked dukap yang, sama didepan hukum
R ERS ANVREGER)

syara’. KetlgaR< ﬁlfj El‘ntiaplhjgrﬁmkat dengan ketentuan
hukum syara’. Keemfftﬂvr':jjlbaﬂg‘w@ikan masalah kepada hukum
'

syara’, apabila terejadi perselisihan antara penguasa dan rakyat. Kelima,
wajib melakukan pengawasan terhadap Negara, jika terjadi penyimpangan
terhadap hukum syara’. Keenan, adanya mahkamah untuk menghilangkan

penyimpangan terhadap hukum syara’ adalah wajib. Ketujuh, mengangkat
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senjata untuk mengambil alih kekuasaan apabila khalifah melakukan
penyimpangan terhadap hukum syara’ dan dinyatakan kufur.

Kekuasaan ditangan umat. Adapun konsekuensi dari asas kekuasaan
ditangan umat, yaitu: Pertama, tidak ada kekuasaan yang diperoleh
seorang muslim, kecuali diberikan oleh umat. Kedua, umat memiliki hak
mengangkat Khalifah dengan ridha dan tanpa adanya paksaan. Ketiga,
pemerintahan Islam tidak berbentuk kerajaan yang diperoleh dengan
warisan. Keempat, meskipun ummat yang mengangkat Khalifah, namun
ummat bukan majikan dan Khalifah adalah buruh. Kelima, ummat
mempunyai hak syura terhadap Khalifah. Keenam, penguasa adalah
pelayan ummatyang melayani dengan memnuhi maslahat dan mencegah

mudharat berdasarkan hukum syara’.

l

I_Z%ngangkatan satu Khalif-ah untTk seluruh kaum muslim hukumnya adal'ah

\

'Wajlb Adapun konsekuen3| dari asas pengangkatan Khallfah |n| yaltu

Pertama, Khalifah Islam wajib seorang saja. KedUa, bentuk Negara

kekhalifahanWegara kewgstem pemerintahan

khilafah Islam, adalah septralisasi dan_sistem administrasinya adalah
ORI SR TR T A KR SRR

desentrallsa3| ﬁ DQEGN ci ﬁj T rena konsep Negara di
dalam Islam berbedaK (L ,&%ﬁg“ﬁ%gﬁﬁ sosialisme.

Khalifah adalah satu-satunya yang mempunyai hak untuk mengambil dan
menetapkan hukum syara’ untuk menjadi undang-undang. Adapun
konsekuensi dari asas menngambil dan menetapkan hukum syara’, yaitu:

Pertama, tidak ada satupun yang berhak membuat undang-undang kecuali
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khalifah. Kedua, kekuasaan untuk membuat keputusan ada ditangan
khalifah. Ketiga, kepemimpinan Negara Islam bersifat tunggal, dan tidak
ada kepemimpinan bersifat kolektif. Keempat, khalifah mempunyai hak
untuk mengambil dan menetapkan hukum syara’ untuk menghilangkan
perselisinan ditengah masyarakat. Kelima, dalam mengambil dan
menetapkan hukum syara’ bagi khalifah hukumnya adalah mubah.®®
Struktur pemerintahan dalam Islam terdapat lima bentuk. Yaitu:
1. Khalifah.
Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam urusan
pemerintahan dan kekuasaan serta menerapkan hukum-hukum syara’.

2. Wazir

Wazir adalah orang yang diangkat oleh penguasa tertinggi pemerintah

l ‘l

Wi
menjadl rujukan dalam masalah ‘masalah’ tefrtentu

—— .

3. Qadhl ata“Qadha (hakim atau lembaga peradilan) ™

Qadhi wlah lemw:gas menyampaikan

keputusan | I'“ku,m ﬁng |fal;nya T‘e;‘[n] ngt ¢ NEGERI

" RADEN INTAN
Menurut aI-Ghazzig, &?&Tblﬁ F\lie&t departemen surat-menyurat

resmi dan tulis-menulis.

! ya'ng mengemban tugas-tugas I—beratr membatunya member 'saran qan

- y
AN &
ot

l/: v
Pl
-

-:\‘4‘

80ksep Adhayanto, “Khilafah dalam Sistem Pemerintahan Islam”, Jurnal Illmu Politik
dan llmu Pemerintahan, vol.1, no.1, 201,(Juli, 2017), h 91-94
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5. Hajib (penjaga pintu)
Dalam Dinasti Bani Abbasiyah dan Dinasti Bani Umayyah, hajib
adalah orang yang melindungi raja dari rombongan khusus dan rakyat.®

Sedangkan menurut Abdul Qadir Audah struktur pemerintahan dalam Islam
sebagai berikut:

1. Sulthah Tanfidziyah (kekuasaan penyelenggara undang-undang).

2. Sulthah Tansyri’iyah (kekuasaan pembuat undang-undang).

3. Sulthah Qadhaiyah (kekuasaan kehakiman).

4. Sulthah Maliyah (kekuasaan keuangan).

5. Sulthah Muragabah Wat Tagwim (kekuasaan pengawasan masyarakat).®®
D. Prinsip-Prinsip Dalam Sistem Pemerintahan Dalam Islam

Terdapat beberapa prinsip dalam sistem pemerintahan khilafah adalah

\T- T — fr— ';
. sebagai berikut: 8. Y !
L8 | v 4 Wy -~ - . v
Q. ..' P : S 2 \ ‘\ ”
= F?(__insip kedudukan manusia di bumi. ' i
PrimS nsip ini Allah menegaskan bahwa mant d |C|ptakan Nya

adalah sebagm akan merW’m ini
2

Jééf‘wé-w ANTSIE BRGER S U6 3

BADENANTAN 1z -

LAMPUNG

Artinya:

Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:
"Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi."

#Mujar Ibnu Syarif, Op. Cit, h. 308-321
8 Zakaria Syafe’l, Op. Cit, h. 102
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mereka berkata: "Mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi
itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan
darah, Padahal Kami Senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan
mensucikan Engkau?" Tuhan berfirman: "Sesungguhnya aku mengetahui
apa yang tidak kamu ketahui."(Q.S al-Bagarah :30).2° Q.S al-Nur :55, Q.S
al-Naml :62, Q.S Shad :26, Q.S al-Imran :26, Q.S al-An’am :165 dan Q.S
Yunus :14.

2. Prinsip kekuasaan sebagai amanah.

Allah memerintahkan manusia agar melaksanakan amanah yang

diembankan dipundaknya.

Artinya:
Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada

__yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan

hukum di antara manusia supaya«kamu menetapkan de.n'gan' adil.
% Sesungguhnya Allah memberiip ngg]a_‘rap,yang sebaik-baiknya kepadamu.

" Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat;(Q‘.-S an-

NM;@S)W =

e
—_ e

rus dipelihara karena

Dalam Is%adalah sesuatu
akan dipertanggungjawabkan kepada Aflah. Dan kekuasaan merupakan

salah sati*bhamaireyadgl Rerds | djalandan Bemdo dik) sesuai dengan

perinanye. RADEN [N TAN

3. Prinsip penegakan kedditeh VT LTIN G

Keadilan merupakan prinsip keseimbangan dalam hidup manusia.

Selama keadilan dapat ditegakkan dengan baik, maka keseimbangan

#Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 6
¥ Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 87
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tatanan kehidupan dunia akan terpelihara dan terjaga. Ayat-ayat yang

memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan antaralain:

s Bo0 -~

Artinya:

Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) Berlaku adil dan berbuat
kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari
perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran
kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.(Q.S aN-Nahl :90).%®dan
Q.S an-Nisa :58, 105 dan 135, dan Q.S al-Maidah :6.

4. Prinsip musyawarah.
Prinsip musyawarah disebutkan dengan tegas dalam Al-Qur’an,

musyawarah memegang peran penting dalam pengambilan keputusan
S — e

. urusan umat beriman. Dan musY‘ warah merupakan prinsip penhng dalam

< *. 5

srstem pemerintahan Islam Ayat ayat tentang musyawarah:

r
- ) --
o
-s-"-
w~ w . = -
S .
AJJ\O.» do>) Lo
- - Z E

RN,

C;f‘)-»é-ﬂ-ﬁ U4-9

‘< . = i £ - 2 - “

z)f;é_'s@‘;&bu,-wé;,x *3;..£ o)y e cacls S5
JNIVERSITAS ISLAKN h (,l"%l

§] (a8

RADEN |NEFAY =5 41 s
LAMPUNG

Maka disebabkan rahmat dari Allah-lah kamu Berlaku lemah lembut
terhadap mereka. Sekiranya kamu bersikap keras lagi berhati kasar,
tentulah mereka menjauhkan diri dari sekelilingmu. karena itu
ma'afkanlah  mereka, mohonkanlah ampun bagi mereka, dan
bermusyawaratlah dengan mereka dalam urusan itu. kemudian apabila
kamu telah membulatkan tekad, Maka bertawakkallah kepada Allah.

P
- ’,3“’/ s ¢
oy

Artinya:

®Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 277
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Sesungguhnya Allah mengyukai orang-orang yang bertawakkal kepada-
Nya.(Q.S al-Imran :159).%° Dan al-Bagarah :233, dan as-Syura :38.

5. Prinsip kepatuhan kepada pemimpin.
Prinsip kepatuhan kepada pemimpin bersifat relative sejauh tidak
bertentangan dengan perintah Allah dan Rosul-Nya. Seperti disebutkan

pada surat an-Nisa 59:

ol 2% 2NT Jis UsndT bl &7 il il 5l ¢l
T <o > 2 f}f - Ao -

Artinya:

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul

£ _(Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan
Pendapat tentang sesuatu, M kembalikanlah ia kepada/Allah (Al

", % Quran) dan Rasul (sunnahnya) jik;é kamu benar-benar beriman -kepzida
", Allah dan hari kemudian. yangdemikian"itu lebih utama (bagimu) dan
Tebih.baik akibatnya. (Q.S an-Nisa :59.% _ >

-

6. Prinsip persau dan persatuan.

Allah menegaskan wa seluruh ﬁat beriman adalah bersaudara.

Oleh karehb] Wi~ Sesanal fslitiwajib shehdantaiarShudaranya yang

bersengketa agRrAe@rEnHol}eMﬁF]AN Allah memerintahkan
umat Islam untuk ﬂgr&g%?—?ebﬂ%@ agama-Nya dan melarang

berpecah belah, karena persatuan merupakan nikmat yang besar yang
diberikan oleh Allah pada umatnya. Seperti dalam surat al-Hujuraat ::10

dan al-Imron :103:

¥Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 71
**Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 87
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Artinya:

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu
damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan
takutgflh terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Q.S al-Hujuraat
:10).

7. Prinsip perdamaian.

Al-Qur’an mengajarkan bahwa umatnya harus mengutamakan

perdamaian dalam berhubungan dengan umat lain, surat al-Anfal :61.

c
2

2 T T3 251 AT Jo 1655 O 72 B L2 1,255 o

Artinya:

Dan jika mereka condong kepada perdamaian, Maka condonglah
kepadanya dan bertawakkallah kepada Allah. Sesungguhnya Dlalah 1 yang
Maha mendengar lagi Maha mejlgetahw (Q.S al-Anfaal 61) ¥

|

% [ )
A y
3 A - y
B AT
| 4
L5
g

““Islam_mengajarkan umatnya untuk saling menasihati- dan melakukan

kontrol atas ar kebaikan se thara dalam kehidupan

bermasyarakat. Seperti yang terkandung dalam surat al-Imaran ayat 104,

110 daridd V ERSITAS ISLAK NEGERI
~ RADEN INTAN _ ..
U5 U3¢ d}{—lhﬁwm@l 055 Al (,i,,a ui"‘ﬁ

3 oAl gyl K

1\

*'Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 516
*’Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 184
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Artinya:
Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru

kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang
munkar; merekalah orang-orang yang beruntung.(Q.S al-Imran :104).%

9. Prinsip profesionalisme dan akuntabilitas publik dalam pengisian jabatan
pemerintah.
Prinsip ini menjelaskan bahwa penguasa tidak boleh mengangkat
pejabat-pejabat Negara hanya berdasarkan hubungan saudara, tetapi juga
mempertimbangkan profesionalitas, kemampuan dan kejujuran dalam

mengangkat seorang pejabat Negara. Dijelaskan dalam Q.S al-Qashash

:26:
2 g = 4 -2 b, .2 - A > < 2 > o~ pe . . a2 .o ,/:
w\“tgjﬁ\u}z_‘::;‘uﬁ% D) o}.‘:;:‘g,gug La.@.‘s.'\pldb
T — J—
! Artinya: P - |
"%\ salah seorang dari kedua wanita itu berkata: ""Ya bapakku ambillah ia

' éé'b_a_ga_i orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang
paling baik-yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita)*falah orang yang

kuat lagi dapat H iicaya". (Q.S al-Qashash : i&g“
10. Prinsip penegakan HAM:
Peneddkditralk<dsabil Manudizn (HAM) Merubakarifal yang sangat

diperhatikan. FReA@iEtNk LNa-lL-JAlNang muslim saja, non
muslim pun mendapzﬂ(aﬁa%'] S&Ikﬂ NL(Bontoh penegakan HAM yaitu

hak untuk memeluk atau menganut suatu agama. Seperti yang dijelaskan

dalam Q.S al-Bagarah : 256, al-Kafirun :6 dan al-Kahfi :29:

**Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 63
**Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 388
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Artinya:

Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya
telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu
Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada
Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang
Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha
mengetahui. (Q.S al-Bagarah :256).%

Ayat-ayat Al-Qur’an diatas tampak bahwa Al-Qur’an tidak menetukan
sistem dan bentuk tertentu mengenai kehidupan bermasyarakat dan

bernegara yang harus diikuti umat Islam, melainkan hanya dasar-dasarnya

i "nusaja.Dasar-dasar dan prinsip tersebut dapat dikembangkan dalam sistem
: 2 o7 3 N, . ' |

. sosial pemerintahan dan'sistem ekonomi‘sesuai dengan keadaan zg,mqnfbﬁ

. g
- . B

- -
< - g

E. Bentuk Negara Dalam Sistem Pemerintahan Islam

Dilihat dari MSejak zarrmsampal Khulafa al-

Rasyidin, dai] azisca Iﬂula‘a.al. Ras Ql{]_.‘iek,s ?‘mﬂaé ?_a@/r Islam didalam
ketatanegaraan meR ﬁlmE refailﬂ.mrﬁ Kesatuan dan Negara

rederel LAMPUNG

Negara Kesatuan adalah bentuk Negara dimana wewenang kekuasaan

tertinggi dipusatkan di pusat. Kekuasaan terletak pada pemerintahan pusat dan

*Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 42
*®Suyuthi Pulungan, Op. Cit.h. 22
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tidak pada pemerintahan daerah.”” Masa Rosulullah dan Khulafa al-Rasyidin
dimana pemerintahan berada dipusat, dan pemerintahan pusat memiliki
wewenang untuk menyerahkan sebagian dari kekuasaannya kepada daerah
berdasarkan hak otonom (Desentralisasi). Dengan menyerahkan kekuasaan
kepada gubernur-gubernur dan panglima yang diangkat dan diberhentikan
oleh khalifah, tetapi pada tahap akhir kekuasaan tertinggi tetap ditangan
pemerintah pusat.

Negara Federal adalah sebuah bentuk federasi yang dibentuk oleh
sejumlah Negara atau wilayah independen yang memiliki kedaulatan masing-
masing kemudian bersepakat membentuk sebuah Negara federal.®® Dalam
sejarah Islam awal terbentuknya Negara federasi ditandai dengan munculnya

suatu daerah yang ingin menjadi sebuah Negara yaitu Negara Andalusia, yang

L

d|d|r|kan oleh Abdurrahman b|n '.MuaWtyah dari Bani Umayah NamUn

Negara Andalusia masih dalam W|Iyah Abbasiyah, dan penguasa Negara nya

=

dlsebut dengan’Amlr yang memiliki arti kepala Negara bagi

Dalam sejaramms NegaWﬂmarah amah tingkat

istila, yakni Negiara baglapl yang, ['n(i H”llkl atui N_e%qri;t%tiatas dan kepala
- 5 5

Negara nya dlSEblRi KaDAE Nanl lﬁjrer ﬂNtingkat istimewa, yang
memiliki hak-hak Negara,ya t Ik keadalam maupun keluar dan
LA R LTS

kepala Negara disebut dengan sultan.

*’Mujar ibn Syarif dan Khamami Zada, Op. Cit, h.198
M. lwan Setiawan dan Siti Khoiriah, llmu Negara, (Jakarta: rajawali pers, 2016), h. 90
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Sistem pemerintahan Islam yang telah diterapkan dari masa Rasulullah
sampai dinasti Abbasiyah, terdapat beberapa bentuk sistem pemerintahan
yaitu:

1. Sistem pemerintahan Islam berdasarkan Syura,

Sistem ini dipraktikkan pada masa Khulafa al-Rasyidin ketika mereka
menjabat sebagai khalifah. Ciri yang menonjol dari sistem pemerintahan
yang mereka jalankan terletak pada mekanisme musyawarahnya, tidak ada
satu pun dari keempat khalifah tersebut menurunkan kekuasaannya pada
sanak kerabatnya. Musyawarah menjadi cara untuk menjalankan
pemerintahan sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah.*

2. Sistem pemerintahan Islam berdasarkan kerajaan (Monarki)
Sistem ini muncul setelah berakhirnya masa Khulafa al-Rasyidin, dan
- kekhallfahan dllanjutkan ,oleh nastk Umayah dinasti AbbaSIyah q‘an

o ‘ 0

berakhlr pada tiga kerajaan bésar Islam (Turki Usmani, Safaw; dan

Mugha1). Sistem monarki ini merupakan sistem yang nienjadlkan raja

sebagai sent&Seorang rWetapkan aturan bagi

rakyatnyall axirlgata?’il r@Jla aQala,h | dang imdi‘ng yﬁ gi_tertlnggl yang harus

o o YRR WJTKW i

3. Demokrasi L A w] D U N (_:

Sistem pemerintahan demokrasi ini sekarang banyak dipraktekkan oleh
sejumlah Negara-negara muslim. Kata demokrasi memiliki berbagai

makna, tetapi penggunaanya mengandung arti bahwa kekuasaan tertinggi

**Mujar ibn Syarif dan Khamami Zada, Op. Cit, h. 208
PIbid, h. 209
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dalam urusan-urusan politik merupakan hak rakyat. Demokrasi memiliki

tiga model, yaitu:

a.

C.

Demokrasi formal, yaitu ditandai dengan pemilihan umum yang
teratur, bebas, adil, dan kompetitif. Ada kebebasan sipil dan politik
yang cukup untuk menjamin kompetisi dalam pemilihan umum.
Demokrasi permukaan, yaitu demokrasi yang umum dipraktekkan di
dunia ketiga. Tampak luarnya memang demokrasi tetapi sama sekali
tidak memiliki substansi demokrasi. Misalnya Presiden Saddam
Hussein (Irak), Hafez al-Assad (Syria), dan Hosni Mubarak (Mesir)
dimana penguasa tidak memiliki keinginan demokrasi yang
sebenarnya.

Demokrasi substantif, yaitu menaruh perhatian pada berkembangnya

-1

.kesetaraan dan keadlla,n ke basan 5|p|I dan hak asasi manu5|a atau

¢ B

part|5|pa5| murni dalam pemérlntahan oleh mayoritas warga Negara

Negara yang mayoritas penduduknya muslim di Zafhan sekarang ini

menganut sngi dalam W’emerintahan, namun

demokrasi, yang_ dijalankan, tjda secara_sekuler seperti, yang dijalankan
NP RS ST RE SR

SLAN

_— REU EeN TRITART = Pt

Islam.

LAMPUNG

4. Monarki dan Monarki Konstitusional

Monarki adalah sistem pemerintahan yang berbentuk kerajaan, dimana

yang berhak menggantikan sang raja adalah keturunannya. Pemerintahan

%hid, h. 217-218



68

monarki dalam sejarah Islam berbentuk khilafah yang dicirikan dari
wilayah kekuasaan yang luas karena diikat oleh Islam. Monarki di zaman
sekarang ini menggunakan bentuk nation-state (Negara bangsa),
contohnya kerjaan Arab Saudi yang masih menggunakan sistem monarki
murni dengan Al-Qur’an sebagai undang-undang dasar Negara dan syariat
sebagai hukum dasar yang dilaksanakan oleh mahkamah syariah. Monarki
dalam bentuk kebagsaan ini dimana kekuasaannya tidak seluas di zaman
klasik.'*

Ada bentuk lain dari monarki, yaitu monarki konstitusional yang
secara jelas dalam konstitusinya disebutkan sebagai Negara kerajaan.
Misalnya Maroko dan Jordania adalah contoh dari monarki konstitusional.
Sebagaimana yang dituliskan dalam konstitusinya adalah Negara keraja‘an

< Véﬂg demokrastis, didalamny jugaf'menganut sistem ban;fziT( -p;fitai

. l
. \
N - r -
. '

polltlk Maroko mendasarkan si'stem polltlknya atas prinsip kedaulatan

rakyat, fidak berbeda dengan Jordania. Yang d‘nyatakan dalam

konstitusinyamma adalawajaan dan parlemen.

Kekuasaaq ﬁksekuﬁf pfraq,a dltil gan | raf )f\ang ellla-kig akan oleh para
v

. memeN”' RADEN INTAN
. egara- Negara Islam LA[&"]PUN(:

Sudah kita tahu bahwasannya beberapa Negara timur tengah merupakan

Negara Islam yang menjadikan agama Islam sebagai agama Negara dan Al-

1921hid, h. 219
1%31hid, h. 219-220
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Qur’an sebagai Undang-Undang dasar Negara. Penulis akan menjelaskan

secara singkat beberapa Negara-negara Islam sebagai berikut:

1. Arab Saudi

— R
dewan menteri mengawasi IeTbagarlembaga eksekutif, legislatif, dan

Sistem pemerintahan Arab Saudi yaitu monarki, bagi kerajaan
Arab Saudi Al-Qur’an merupakan Undang-Undang Dasar Negara dan
syariah sebagai hukum dasar yang dilakasanakan oleh mahkamah-
mahkamah syariah dengan ulama sebagai hakim-hakim dan penasihat-
penasihat hukumnya. Kepala Negara adalah seorang yang dipilih oleh dan
dari keluarga besar Arab Saudi. Dalam jabatannya sebagai raja, dia juga
merupakan kepala keluarga besar Saudi yang terdiri lebih dari empat ribu
pangeran, yang paling dituakan diantara kepala-kepala suku atau gabilah

yang terdapat dalam wilayah kerajaan. Raja, dengan dibantu oleh suatu

.
= y

'yg_dikatif. Di Arab Saudi tidak teraapat dewan perwakilah_'?--yang

angééién?a‘ dipilih oleh rakyat, dan juga tidak terdapat™ pTal'rt:éf‘politik.Yang

ada disana aera yanWDotanya ditunjuk dan

diangkat oleh
R MIPERSITAS ISLAK NEGERI

Berbedﬁa Ka[j ?NlaTﬁjTﬁNn monarki murni Arab
Saudi yaitu Maroko dL '&)??T&UNnéupakan monarki berkonstitusi,
'

Maroko merupakan Negara Islam yang sistem pemerintahannya monarki
berkonstitusi dan demokratis. Dimana kedaulatan berada ditangan bangsa
yang disalurkan melalui lembaga-lembaga konstitusional yang ada. Dan

Jordania meupakan kerajaan turun-temurun dan berparlemen, Islam
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merupakan agama Negara dan bahasa arab bahasa resmi. Semua warga
mempunyai kedudukan yang sama dimuka hukum, dengan tiada perbedaan
hak dan kewajiban antar mereka meskipun berbeda asal keturunan, bahasa
dan agama. Undang-Undang Dasar juga menegaskan bahwa sumber
kekuasaan adalah rakyat, dengan kekuasaan legislatif berada pada
parlemen, yang terdiri dari Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat, serta
Raja. Kekuasaan eksekutif berada ditangan raja yang dilaksanakan oleh
para menteri, sedangkan kekuasaan kehakiman berada dipercayakan
kepada berbagai mahkamah yang mandiri dan yang menjatuhkan
keputusan-keputusan atas nama raja.
2. Mesir
Mesir merupakan Negara sosialis demokratis berdasarkan Undang-
_ Undang Dasar Republlk Arab SII’ tahun 1980, Islam merupakan agama

e} ‘ 0

Negara prinsip-prinsip hukum rslam merupakan salah satu sumber utama

hukum. "Kedaulatan berada ditangan rakyat, dan™ rakyatlah sumber

kekuasaan Menganut W‘partai. Semua warga

Negara me ||I|k| f[iedyfiukg;\n y1 sam? dImUKi rlEKBT Mereka juga

memiI|k| hakﬁ j? A ada perbedaan yang
didasarkan atas rasééﬁgttw{rrgg,g}fgggaﬂtau kepercayaan.
'

Unsur-unsur utama terkandung dalam undang-undang dasar mesir,
yang mencerminkan sistem politik di Negara itu, terdapat juga dalam

kosntitusi republik-republik Arab yang lain seperti Al-Jazair, Irak, dan
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Suria. Hanya saja meskipun konstitusi masing-masing menjamin hak
warga Negara untuk membentuk partai-partai politik.
3. Turki dan Pakistan
Turki merupakan Negara sekuler beserta Pakistan dan Iran yang
nama resmi masing-masing memakai predikat Islam. Tetapi penulis hanya
menjelaskan Negara Turki, Pakistan dan Iran tidak. Dalam pasal 1 dari
Undang-Undang Dasar Turki tahun 1924 ditegaskan bahwa Negara Turki
adalah: republik; nasionalis; kerakyatan; kenegaraan; sekularis; dan
revolusionis. Pasal 3 menyatakan bahwa kedaulatan tanpa syarat berada
ditangan bangsa, dan pasal 88 semua warga Negara Turki tanpa
membedakan agama dan suku disebut bangsa Turki. Politik sekularis yang
dipelopori oleh Mustafa Kemal di Turki yang hampir selur}Jh
_, Fé]duduknya beragama .!-S'lam irte’rn?[atg tidak sepenuhnya ber'ﬁ.as'i.l, qian
'_t,igak pula sanggup rﬁ.e'r'n.pe;rtdhan:kah..:Ileutuhannya. Dalam' p,(:ij_iti'lznya

berusaﬁa‘déngan gigih.menyisihkan Islam dari politiI(T[Jﬁi'i,‘ tetapi tidak

memperkenammn sebagWementara itu dengan

dihapuska Islam  dan t|Qa ];ersedl ny ideplogi_pengganti, maka
TR SRS T S STRRPR EGER

| timbullah k-era\ﬁuAﬁ E‘nm I'R]HT;KN‘\ :
G. Sistem Pemerintahan Df E%ﬁwﬁm E;gonesm

1. Sistem pemerintahan Indonesia

104

Sistem pemerintahan adalah sekelompok organ (alat) pemerintah baik

dalam arti luas maupun sempit yang bekerja bersama-sama untuk

104 Mnawir Sjadzali, Islam dan Tata Negara ajaran, sejarah dan pemikiran, (Jakarta: Ul-
Press, 2011), h. 221-225
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mencapai tujuan dari pemerintah/Negara itu, dan telah ditentukan
sebelumnya.’® Pemerintahan dalam arti luas adalah segala sesuatu yang
dilakukan oleh negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan rakyatnya
dan kepentingan negara sendiri; jadi tidak diartikan sebagai pemerintahan
yang hanya menjalankan tugas eksekutif saja, melainkan juga meliputi
tugas-tugas lainnya termasuk legislatif dan yudikatif, sehingga sistem
pemerintahan adalah pembagaian kekuasaan sertahubungan antara
lembaga-lembaga negara yang menjalankan kekuasaan-kekuasaan negara
itu, dalam rangka kepentingan rakyat.'%

Pada umumnya sistem pemerintahan itu dikenal dua macam, yakni
sistem pemerintahan parlementer dan sistem pemerintahan presidensial.
Sistem pemerintahan yang dianut oleh Indonesia menurut Sri Soemantri

~ l

ya1tu sistem pemermtahan yan mengandung segi-seqi preS|den5|aI qan

& segl segl parlementer atau dengdn kata Iam sistem pemermtahan lndonesm

adalah” Sistem campuran.’®” Pokok-pokok sistem péfie Bitahan negara

indonesia MR% sebWhen tertuang dalam

penjelasan LiUp 1945 tenjang tP\Uh k(Linm pokoK SIS 5rln pemerintahan
. S

b
Z.egTrrzlZ:re;sseiauatﬁz;hﬂ T%g%éf%é&auukum (rechstaat).
Y

-

1% Dasril Radjab, Hukum Tata Negara Indonesia, (Jakarta: pt Rineka Cipta, 2015), h. 67

1%\oh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, cet.
ke-5, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta, 1983, h.
171

197 Dasril Radjab, Op. Cit, h. 71.
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b. Kekuasaan negara yang tertinggi ditangan Majelis Permusyawatan
Rakyat yang selanjutnya disebut MPR.

c. Sistem konstitusional.

d. Presiden tidak bertanggungjawab kepada DPR.

e. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan negara yang tertinggi
dibawah MPR.

f. Menteri negara adalah pembantu presiden, menteri negara tidak
bertanggungjawab kepada DPR.

g. Kekuasaan kepala negara tidak terbatas.'®

Adapun pokok-pokok sistem pemerintahan setelah amandemen UUD

1945 adalah sebagai berikut:

. a. Bentuk negara kesatuan dengan prinsip otonomi daerah yang !U?S,
- | T

'y
- : - '

-

3 b';";_B,e_ntuk pemerintahan adalah republik konstitusional, sed_angkéﬁ' sistem

pemerintahap. adalah presidensial.

c. Presiden adalah ke negara d
Presid |dg Wk |oFgdjden| il [dhcbydg (Gl fekyat dalam satu

we RADEN INTAN
d. Kabinet atau menteri®dipyfpkat| dldh] frésiden dan bertanggung jawab

kepada presiden.

ekaligus kepala pemerintahan.

e. Parlemen terdiri atas dua bagian (bikameral), DPR dan DPD yang

merupakan anggota MPR.

198)hid, h. 72-73
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f. Kekuasaan yudikatif dijalankan oleh Mahkamah Agung dan badan
peradilan dibawahnya serta Mahkamah konstitusi.

g. Sistem pemerintahan ini juga mengambil unsur-unsur dari sistem
pemerintahan parlementer dan melakukan pembaharuan untuk
menghilangkan kelemahan yang ada dalam sistem presidensial. Antara
lain adalah:

1) Presiden sewaktu-waktu dapat diberhentikan oleh MPR atas usul
DPR. Jadi, DPR tetap memiliki kekuasaan mengawasi presiden
meskipun secara tidak langsung.

2) Presiden dalam mengangkat pejabat negara perlu pertimbangan
atau persetujuan dari DPR.

3) Presiden dalam mengeluarkan kebijakan tertentu peflu

—1

-"-._ pertimbangan atau pe‘rseTﬁjua’n DER. F A |

‘ N

- - y

% 4) Parlemen diberi‘kekuasaan yang lebih besar dalam hal membentuk

e

~'-'.UTm‘(‘J’ang-Undang dan hak budget (anggaran).

Dengan demikian, aga perubahan Earu dalam sistem pemerintahan

indonesie' ;/Mb'.d'ldé‘iuﬂbké.ﬁ &al&r&a\ *ne?n[)ért;'ailé &Slgm”})lesidensial yang
lama yang an&,QirD EnMarI M;LAng, sistem bikameral,
mekanisme check anLL t%l&hlé’s) uNﬁberian kekuasaan yang lebih

besar kepada parlemen untuk melakukan pengawasan dan fungsi anggaran.

e

109 =

Bentuk negara Indonesia

1%%penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen
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Negara kesatuan yang berbentuk republik merupakan bentuk Negara
Indonesia, secara tegas dijelaskan dalam UUD 1945 pasal 1 ayat (1).
Prinsip pada Negara kesatuan ialah bahwa yang memegang kekuasaan

tertinggi atas segenap urusan Negara ialah pemerintah pusat tanpa adanya

suatu delegasis atau pelimpahan kekuasaan kepada pemerintah daerah.

Negara kesatuan adalah Negara yang merdeka dan berdaulat. Dalam
Negara kesatuan pemerintahan yang berkuasa hanya satu yaitu pemerintah
pusat yang mengatur seluruh daerah. Negara kesatuan dapat berbentuk
Negara kesatuan dengan sistem pemerintahan sentralistis dan Negara
kesatuan dengan sistem pemerintahan desentralisasi.

Dalam Negara kesatuan, tanggung jawab pelaksanaan tugas-tugas

pemerintahan pada dasarnya tetap berada ditangan pemerintah pusat. Akan

S~ a — o £ .1
! tetapi, sistem pemerintahan \Indrnesia,,yang salah satunya menganut asas
. 5 P Wy %y = Py Yy

Ly | ] b

'N__e_:gara kesatuan yang 'didésentralisasfikén‘ menyebabkan ada tu ?._s*-ﬁjgas

tertgﬁt.ﬁ yang diurus sendiri sehingga menimbulkan hubl]ﬁg:é'ﬁ‘timbal balik

yang melahimungan keWpengawasan terhadap

daerah.

JNIVERSITAS ISLAN NEGERI
Negara Keﬁu ﬁoElanc‘ epi rapakan Negara persatuan
dalam arti sebaga;ﬂNeg r Oﬁr‘fj}gaﬂya erat bersatu, yang
CAWEING

mengatasi segala paham perseorangan ataupun golongan yang menjamin

setiap warga negara bersamaan kedudukannya dihadapan hukum dan

pemerintah tanpa kecuali.'**

119 N’ matul Huda, Op. Cit, h. 100
hid, h. 103
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Bentuk pemerintahan Indonesia adalah republik yaitu dimana
kekuasaan tertinggi di dalam Negara adalah ditangan rakyat (atau
dilakukan atas nama rakyat, jika lembaga rakyat memiliki kekuasaan
tertinggi disebut demokrasi, sedangkan kekuasaan tertinggi berada pada
sebagian rakyat dinamakan aristokrasi).”? Republik berasal dari kata
respublicae yang mengandung arti hak atau kepentingan rakyat.™ Dalam
bentuk pemerintahan republik, kekuasaan dalam Negara tidak dipegang
oleh seseorang secara turun-temurun. Terdapat beberapa macam bentuk
pemerintahan republik, yaitu:

a. Republik Absolute
Ciri republik absolute adalah pemerintahan yang diktator tanpa ada
pembatasan kekuasaan. ;
— i
|

b. Republik Konstltusmnal 8

.
. I )

| » - ‘ , ‘l
bt |

Ciri  republik konstltuélonal adaiah presiden memegang “dua

aan yaitu sebagai kepala Negara dan kep‘la pemermtahan

dengan b@l yang berW‘lersebut

C. Repuberarlementf oy

IVERSITAS ISLAK NEGERI

RSN TR e o s

Negara, namun Ee.a?f'n'] {1915 ﬁp@; diganggu-gugat. Sedangkan
'

kepala pemerintahan berada ditanggan perdana menteri yang
bertanggung jawab kepada parlemen. Dalam sistem ini kekuasaan

legislatif lebih tinggi daripada eksekutif

12 M. Iwan Setiawan & Siti Khoiriah, Op. Cit, h. 95
8Ahmad Sukardja, Hukum Tata Negara & Hukum Administrasi Negara Dalam
Persepektif Figh Siyasah,(Jakarta: Sinar Grafika, 2012), h. 110.
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Indonesia menerapkan bentuk pemerintahan republik konstitusional
sebagai bentuk pemerintahan, dalam konstitusi Indonesia Undang-undang
Dasar 1945 pasal 1 ayat (1) disebutkan “Negara Indonesia ialah Negara
Kesatuan yang berbentuk republik”.

Oemar Senoadji berpendapat bahwa Indonesia merupakan Negara
hukum yang memiliki cirri khas Indonesia, karena pancasila harus
diangkat sebagai dasar pokok dan sumber hukum, maka Negara hukum
Indonesia dapat pula dinamakan Negara hukum pancasila.”** Salah satu
ciri pokok dalam Negara hukum pancasila ialah adanya jaminan terhadap
freedom of religion atau kebebasan dalam beragama.

Muhammad Tahrir Azhary menyimpulkan bahwa konsep Negara

hukum pancasila tidak sama dengan konsep Negara hukum barat dan
_——

F&nsep rule of low. Konsep Neg hukum pancasila dengan ciri=eiri:

a Ada hubungan yang erat antara agama dan Negara o

b. Bertumpu pada ketuhanan yang maha esa

C. KebebasaﬁWam arti pw

d. Atelsnl ildgk dlbep'arkqn Qar] omunl me dllarﬁp%.)l

Al RPN TAN

Dan dua hal yand pglufdifettafikah(ddlam Negara hukum pancasila
yakni;
a. kebebasan beragama harus mengacu pada makna yang positif sehingga

pengingkaran terhadap tuhan yang maha esa (ateisme) atau sikap yang

114 Muhammad Tahrir Azhary, Negara Hukum, (Jakarta: Kencana 2004), h. 93.
"Ibid, h. 97-98.
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memusuhi tuhan yang maha Esa tidak dibenarkan, seperti yang terjadi
di Negara-negara komunis yang membenarkan propaganda anti agama
dan;

b. ada hubungan yang erat antara agama dan Negara, karena itu baik
secara rigid atau mutlak maupun secara longgar atau nisbi Negara
republik Indonesia tidak mengenal doktrin pemisahan agama dan
negara. Karena doktrin secamam ini sangat bertentangan dengan
pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.*°
Dengan sila ketuhanan yang maha esa, dalam pandangan Muhammad

Tahrir Azhary mengenai Negara hukum pancasila bukan hanya memiliki

suatu ciri tertentu tetapi cirri yang palling khusus dari semua konsep

Negara hukum baik konsep Barat (rechtsstaat dan rule of law) maupun

! \ ya'ng disebut sebagai SOCjahSt galuy Slla pertama dari pancasna ,ltu

\
‘ »

& mencermlnkan konsep monotel’sme atau tauhld (unitas). HaI lnl Sesuai
dengan Al-Qur’an dalam surat al-Kahfi:10 yang mengajaﬁkan bahwa tuhan

bagi seluru}wlah Allaw esa. Sila pertama

merupakanfula dasar keroharll dan d sar mora bagi bangsa Indonesia
It a7 SERT

LA .

dalam bernegaR ﬁlDWEyN af,ﬁjtn]yﬁwlenggaraan kehidupan
bernegara dan bermagyargkat wajip ;uemperhatikan dan mengimplemen-
AT

tasikan petunjuk-petunjuk tuhan.™*’
Pancasila merupakan ideologi Negara Indonesia yang mengakui atas

kebebasan hak-hak masyarakatnya, kebebasan dalam rangka demokrasi

1181 hid, h. 98
Uhid, h. 99
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tidak melampaui hakikat nilai-nilai ketuhanan. Berdasarkan sifatnya
ideologi pancasila bersifat terbuka yang berarti senantiasa mengantisipasi
perkembangan aspirasi rakyat serta menyesuaikan dengan perkembangan
jaman. Keanekaragaman adat-istiadat, budaya, bahasa, dan nilai religius
kekayaan yang dimiliki Indonesia, akan tetapi keanekaragaman ini
merupakan suatu daya tarik ke arah suatu kerjasama persatuan dan
kesatuan sehingga terwujud suatu kerjasama yang luhur. Persatuan dan
kesatuan tersebut kemudian dituangkan dalam asas kerohanian yang
merupakan suatu kepribadian serta jiwa bersama yaitu pancasila.

Pancasila sebagai dasar Negara memberikan arti bahwa segala sesuatu
yang berhubungan dengan kehidupan ketatanegaraan Indonesia harus

berdasarkan pancasila, pancasila adalah sumber dari segala sumber hukum
N s
T )
A di-

=1
Indonesia. Oleh karena itu Temuaf.tindakan kekuasaan ata_u?g‘kuatan
V. S h L5 A
" dalam masyarakat harus berdasarkan peraturan hukum. Hukum' pulalah

.
B
‘ A
- y

ol

- =
“lre

yang berlaku sebagai norma di dalam Negara, sehingg’a'l\légé‘ra Indonesia

harus dibangwah Negarw

UNIVERSITAS ISLAK NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG
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BAB IlI
KONSEP KHILAFAH HIZBUT TAHRIR

A. Sejarah Hizbut Tahrir
Hizbut Tahrir didirikan pada tahun 1953 di al-Quds, Jerussalem.''®
Pendirinya adalah Syeikh Tagiyuddin an-Nabhani (1909-1979)."*° Tokoh yang
bernama lengkap Syeikh Muhammad Tagiyuddin bin Ibrahim bin Musthafa
bin Ismail bin Yusuf An-Nabbani ini dilahirkan di daerah Ijzim tahun 1909.
Ayahnya adalah seorang pengajar ilmu syari’ah di Kementerian Pendidikan
Palestina. Ibunya juga menguasai beberapa cabang ilmu syariah. Syeikh
Tagiyuddin makin mengerti masalah politik, dimana kakeknya pernah punya
hubungan dengan para penguasa daulah Utsmaniyah. Dia pun banyak belajar
T darr'majells majelis dan dlSkUSI -diskusi _fikih yang dlselenggarakan OI’eh
.‘kakeknya Beliau melanjutkan penJ—dlkannya di Al-Azhar masuk pada kelas
TsanaWIyah wkemudian dilanjukan di Kulliyah Darul Ulum;* d'cfn kemudlan

menamatkan kuli zhar Asy S

Setelah menyelesaikan pendidikannya Syeikh Taqiyuddin An-Nabbani

INIVERS] AL PSLAN BE=GE

1
kembali ke ba|est|na an bekeré i Kémenterian Pendldl an Palestlna sebagai

guru sekolah meradaA Qs Nan]a é]r&wehau melihat kuatnya

LAMPUNG

118

2009)h. 70.
*Mohamad Rafiudin, “ Mengenal Hizbut Tahrir”, Islamuna Vol. 2 No. 1 (Juni 2015), h.

Hizbut Tahrir, Manifesto Hizbut Tahrir Untuk Indonesia, (Jakarta : Hizbut Tahrir,

33
129Rosi Selly,” Globalisasi Dan Kebangkitan Khilafah Islamiyah Dalam Perspektif
Pemikiran Hizbut Tahrir” (Skripsi Program S1 Sosial Universitas Islam Negeri Syarif

Hidayatullah, Jakarta, 2008), h. 33
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pengaruh Imperialis Barat dalam bidang pendidikan, yang ternyata lebih besar

dari pada bidang peradilan terutama peradilan Syariah.***

Ketika pindah pekerjaan ke bidang peradilan, dia pun mengadakan kontak
dengan para ulama yang dia kenal dan ditemui di Mesir. Dan beliau
mengajukan sebuah ide untuk membentuk sebuah partai politik yang
berlandaskan syari’at Islam kepada para ulama yang ia kenal di Mesir, lalu
beliau menyodorkan kerangka dan pemikiran-pemikiran organisasi partai yang
dapat digunakan sebagai bekal tsagafah bagi partainya. Pemikiran-
pemikirannya pun diterima dan disetujui.*?®

Pembentukan partai ini secara resmi pada tahun 1953, pada saat Syeikh
Tagiyuddin An-Nabbani mengajukan permohonan kepada Departemen Dalam

Negeri. Sesuai dengan undang-undang organisasi di Yordania, didalamnya

L

ro— -.'1
ber|3|kan permohonan |zm agar r&izbutﬁ-Tahrir diperbolehkan melakukan

)
: y
» A = y
° 5 o 4

aktlwtas polltlknya : L

s

nun Pémerintah melarang aktivitas dari organisasi in i, tetapl Syeikh

Tagiyuddin tldaMp melanJWBalah Hizbut Tahrir.

Hizbut Tahrir l]emudlan m mpgrlqai &rmg'a?ny ke |Izi¥a5 laln dan dimulai

membuka cabang CRK DDEaNg r\ ﬁkﬁ N959
Hizbut Tahrir bert u?&[.q%wﬁr&gtkan kehidupan Islam dan
'

mengemban dakwah Islam keseluruh penjuru dunia, dengan cara pemikiran

yang mereka yakini kebenarannya. Hizbut Tahrir mengajak kaum muslimin

121hid, h. 33
121hid, h. 34
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untuk kembali hidup secara Islami dalam Darul Islam, dimana seluruh
kegiatan kehidupannya diatur sesuai dengan hukum-hukum syara’.

Masuknya Hizbut Tahrir ke Indonesia pada tahun 1983 yang dibawa oleh
Abdurrahman al-Baghdadi yang merupakan anggota Hizbut Tahrir dari
Yordania, yang merupakan hasil perluasan wilayah oleh Hizbut Tahrir pusat di
Yordania.'®® Hizbut Tahrir resmi melakukan dakwah terbuka di Indonesia
semenjak diselenggarakannya konferensi internasional di Istora Senayan yang
dihadiri tokoh-tokoh Islam lainnya.

Meskipun Hizbut Tahrir dirancang sebagai organisasi politik, namun ia
tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai parpol yang ikut dalam pemilu.
Sebab menurut aktivitasnya, dalam situasi sekarang ini banyaknya partai Islam
justru membingungkan umat Islam. Oleh karena itu partai ini tidak mengikuti

?‘ jejak partai lain yang berdasa.rkan ‘-slam untuk ikut andil dalam pemllu qan

- o4
f 1 ! "" '.,'_'.

kemudlan dapat menjadi anggota Ieglslatl
Tanggal 197 Juli 2017 pemerintah Indonesia mencabut st‘tus badan hukum

ormas Hizbut W dengan Wﬁut Tahrir Indonesia

resmi dlbubarkfr Pencabutan dllakilﬁan sebaga tindak lan J t Perppu No. 2
Al N

Tahun 2017 yangR KﬁuELN\I ”{j -Te’r& M13 tentang organisasi

kemasyarakatan. Tlga s Lmembubarkan Hizbut Tahrir
'o'] ?SHU F\i

Indonesia:

'23Nilda Hayati, “ Konsep Khilafah Islamiyah Hizbut Tahrir Indonesia”, Episteme, Vol 12
No. 1 (Juni 2017), h. 173

2%1bid, h. 173-174

125 Ambaranie Nadia Kemala Movanita, HTI resmi di bubarkan pemerintah,
https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-
dibubarkan-pemerintah, Diunduh pada tanggal 11 november 2017.



https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah
https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/19/10180761/hti-resmi-dibubarkan-pemerintah
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1. Sebagai ormas berbadan hukum, HTI tidak melaksanakan peran positif
untuk mengambil bagian dalam proses pembangunan guna mencapai
tujuan nasional.

2. Kegiatan yang dilaksanakan HTI terindikasi kuat telah bertentangan
dengan tujuan, azas, dan ciri yang berdasarkan pancasila dan UUD Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana yang diatur UU No. 17
Tahun 2013 tentang ormas.

3. Aktifitas yang dilakukan HTI dinilai telah menimbulkan benturan di
masyarakat yang dapat mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat
serta membahayakan keutuhan NKRI.'%

Dengan ketiga alasan tersebut pemerintah membubarkan HTI, Direktur

Muslim Moderate Society Zuhairi Miswari menilai secara jelas HTI

L

! menganggap kelompok yang t|d menyetUJw konsep khlllafah adalah

\ \

kelompok yang melanggar n|Ia| nlral Islam HTI kerap memandang Negara

yang '[Id*'k. 8nerapkan syariat Islam merupakan Negara Kafir 2’

B. Pengertian Him W

Nama Hﬁk}Lﬁ {.agrﬁitgqi'r'? EJ?.E:I: sulgp [lgat?‘ yaltu, Hi 5[1 dan At Tabhrir.

Hizb dimaknai suR WDOE/M brﬁjas'riﬁwogl yang diimani oleh
anggotanya dan hendak cii-wﬂjﬂlﬁvmmyarakat. Sedangkan At-Tahrir
'

artinya pembebasan sebagaimana tujuan aktivitas kifah as-siyasi adalah

memerdekakan umat Islamdari belenggu dominasi kaum kafir imperialis,

126 Ipid,

127 Kristian Erdianto, Pembubaran HTI dan Jalan Panjang Menuju Perppu,
https://www.google.co.id/amp/amp.kompas.com/nasional/read/2017/07/12/10263371/pembubaran.
hti.dan.jalan.panjang.menujuperppu, Diunduh pada tanggal 11 november 2017.
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membebaskan umat dari cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-
akarnya berupa pemikiran, kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari
seluruh negeri negeri Islam.*?®

Berdasarkan pengertian diatas dapat ditegaskan bahwa Hizbut Tahrir
adalah suatu partai politik yang berasaskan ideologi Islam yang diyakini oleh
para anggotanya, yaitu dalam segala interaksi yang ada, dengan demikian
umat akan terbebas dari belenggu dominasi kaum kafir imperialis,
cengkeraman pengaruhnya, serta mencabut akar-akarnya berupa pemikiran,
kebudayaan, politik, ekonomi, maupun militer dari seluruh negeri Islam.

Hizbut Tahrir adalah sebuah partai politik berideologi Islam, di Indonesia
sendiri mereka tidak mendaftarkan diri secara formal sebagai partai politik

yang mengikuti pemilu.**® Menurut mereka penegakan khilafah untuk

l

A meﬁb’embalikan kedaulatan djtang Allah Ieb|h penting dan utama um;Uk

L
\
‘ »

h 0 Dan arti politik menurut Hizbut

dlreallsa5|kan daripada masalah ak'lda

Tahrlr adalah"upaya memelihara urusan umat, baik dalaf urusan internal

maupun eksternmn oleh piw umat. Negara yang

langsung terjun qngurusg umat dan akan memonitor_serta mengoreksi
I ERETAL “GER

h % r\ l\

*  RADENINTAN
Hizbut Tahrir bertultia-n'&nﬁ:}igeiz}bﬁa(sl;an umat Islam dari dominasi

paham, pemikiran, sistem hukum, dan Negara kufur menuju paham,

28Muhammadin, “Relevansi Sistem Khilafah Hizbut Tahrir Indonesia (HT1) Dengan
Sistem Negara Islam Modern”, Intizar Vol. 22, No. 2, 2016, h. 371.

2Nilda Hayati, Op. Cit, h.173

30Ainur Rofiq al-Amin, Membongkar Proyek Khilafah ala Hizbut Tahrir Indonesia,
(Yogyakarta: LKiS, 2012), h. 40

"Ibid, h.25
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pemikiran, sistem hukum, dan Negara Islam dengan menerapkan syariah Islam
secara kaffah dan mengemban dakwah Islam keseluruh penjuru dunia. Dan
bercita-cita untuk melanjutkan kembali kehidupan Islam melalui tegaknya
daulah islam, yang akan menerapkan sistem Islam serta mengemban dakwah
keseluruh dunia.'*

Bagi Hizbut Tahrir, kewajiban menegakkan khilafah menurut ketua umum
DPP HTI merupakan kewajiban paling agung dalam agama. Sementara pihak-
pihak yang tidak berniat menegakkananya maka mereka telah berdosa, bahkan
sebagai perbuatan maksiat yang paling besar.'*

Beberapa ayat yang menjelaskan tentang wajibnya menegakkan khilafah,

yaitu:

Avrtinya: % W

Ingatlah  ketika Tuhanmu berfirman kepada Para Malaikat:

"Sesungguhriyal h@h—ﬁmeﬁ* ;d@@aqm .Sphfarfg HiHa)iFahd §li muka bumi."
mereka berkata: ' (khalifah) di bumi itu
orang yang akan Eg a \ dgmenumpahkan darah,
Padahal Kami Senantiasa Dertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan

Engkau?" Tuhan berfirmfn & WN@U mengetahui apa yang tidak
kamu ketahui.” (Q.S al-Bagarah : 30).

132 Mafahim Hizbut Tahrir h. 127
133 Ainur Rofiq al-Amin, Op. Cit, h. 106-107
Y*Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 6
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Artinya:

Hai Daud, Sesungguhnya Kami menjadikan kamu khalifah (penguasa) di
muka bumi, Maka berilah keputusan (perkara) di antara manusia dengan adil
dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu, karena ia akan menyesatkan
kamu dari jalan Allah. Sesungguhnya orang-orang yang sesat darin jalan
Allah akan mendapat azab yang berat, karena mereka melupakan hari
perhitungan. (Q.S Shaad :26).'*

Do 4g 0
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Artinya: = -

Dan Allah twepada or beriman di antara
kamu dan mengerjakan amalamal yang s bahwa Dia sungguh- sungguh
akan menjadikan mereka berkuasa dimuka bumi, sebagaimana Dia telah
menjadikan_brad§ardng sbefurt niénckabbfkdasa: (defr sdigguh Dia akan
meneguhkan bagi pgreka gga g telaph-girighai-Nya untuk mereka, dan
Dia benar-benar RA@E adgw-rnA ,ssesudah mereka dalam
ketakutan menjadi aman_sentausa, mereka tetap menyembahku-Ku dengan
tiada mempersekutukan hu&d‘iﬁﬁd @31&@ aku. dan Barangsiapa yang

(tetap) kafir sesudah (janji) itu, Maka mereka Itulah orang-orang yang fasik
(Q.S An-Nur :55).%

>Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 437

B®Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 357
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Hizbut Tahrir menyerukan Islam kepada seluruh lapisan masyarakat, agar
mereka terikat dan mengambil mafahim (ide-ide) dan sistem Islam. Hizbut
Tahrir memandang mereka dengan pandangan Islam, walaupun mereka terdiri
dari berbagai suku dan madzhab. Hizbut Tahrir melakukan interaksi
perjuangan bersama-sama umat untuk meraih apa yang dicita-citakannya.™’

C. Konsep KhilafahMenurut Hizbut Tahrir

Menurut Hizbut Tahrir, Islam telah menetapkan sekaligus membatasi
bentuk pemerintahan dengan sistem khilafah, sistem ini merupakan satu-
satunya sistem pemerintahan Daulah Islamiyah.'*® Sistem khilafah berbeda
dengan sistem pemerintahan yang lain, seperti disebutkan dalam kitab Nidham
al-Hukm fi al-Islam, yang merupakan rujukan utama Hizbut Tahrir dalam

’ memperjuangkan politiknya, bahwa: Sistem pemerintahan dalam Islam adalah
B i

' S|stem khilafah. Sistem khllafah aTlalah kepemlmplnan umum bagr selunuh

LY 'a

kaum musllmln didunia untuk menégakkan hukum hukum syari’at Islam dan

P

mengemban dakwah Islam ke segenap penjurudunia.*®

Khilafah memﬂmpman mum muslim didunia

untuk meneqqlﬁq LﬁJmlhumm & E[l_..‘:.\ ﬁ,terR Iﬂ.l(.lelg??'ﬁ dengan sistem

pemerintahan yan?wﬂoE Nterr anrrﬂ,mpublik, Kekaisaran dan
juga Federasi. Sistem th}&fti?ﬁ Fjaﬂ?EN @beda dengan sistem-sistem
'

pemerintahan yang lain, baik dari aspek asas yang menjadi landasan

berdirinya, pemikiran, konsep, standar serta hukum-hukum yang dipergunakan

37 Hizbut Tahrir, Op. Cit, h. 128
%Dedy Slamet Riyadi, “Analisis terhadap Konsep Khilafah Hizbut Tahrir” (Skripsi
Program 1833 llmu Syariah Institut Agama Islam Negeri Walisongo, Semarang, 2008), h. 38
Ibid, h. 38
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untuk melayani kepentingan umat. Ciri-ciri sistem pemerintahan dalam Islam

yaitu:

1. Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem kerajaan. Sistem pemerintahan
Islam juga tidak menyerupai sistem kerajaan. Hal itu karena dalam sistem
kerajaan, seorang anak (putra mahkota) menjadi raja karena pewarisan.
Umat tidak memiliki andil dalam pengangkatan raja. Adapun dalam sistem
khilafah tidak ada pewarisan. Akan tetapi, baiat dari umatlah yang menjadi
metode untuk mengangkat khalifah.

2. Sistem Pemerintahan Islam juga bukan sistem Imperium (kekaisaran).
Sebab, sesungguhnya sistem Imperium itu sangat jauh dari Islam.
Berbagai wilayah yang diperintah oleh Islam meskipun penduduknya
berbeda-beda suku dan warna kulitnya, yang semuanya kembali ke satu

- - '1
pusat tidak diperintah dengan sT(-em Imperlum tetapi dengan snstem yahg

¢ B

bt |

bertolak belakang dengan s.lstem Imperlum Sebab, sistem Imper|Um tidak

c-

menyamakan pemerintahan diantara suku-suku di wilayah -W|Iayah dalam

Imperium. MIstem ImW’énkan keistimewaan

kepada peQ]erlr]tahan gtisat Impe“\m Ra K dFIam Eg %nlermtahan, harta,
- h

maupun perekqrgm
3. Sistem Pemerﬁhﬁﬁ%%ﬁ% éi%éﬁaymlam sistem federasi,

wilayah-wilayah negara terpisah satu sama lain dengan memiliki
kemerdekaan sendiri, dan mereka dipersatukan dalam masalah
pemerintahan (hukum) yang bersifat umum. Sistem pemerintahan Islam

adalah sistem kesatuan.
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4. Sistem Pemerintahan Islam bukan sistem republik. kedaulatan dan
kekuasaan berada ditangan rakyat dalam apa yang disebut dengan
demokrasi. Rakyatlah yang kemudian membuat undang-undang; yang
menetapkan halal dan haram, terpuji dan tercela. Lalu pemerintahan
berada ditangan presiden dan para menterinya dalam sistem republik
presidentil dan ditangan kabinet dalam sistem republik parlementer.
Adapun dalam Islam, kewenangan untuk melakukan legislasi (menetapkan
hukum) tidak ditangan rakyat, tetapi ada pada Allah. Tidak seorang pun
selain Allah dibenarkan menentukan halal dan haram. Dalam Islam,
menjadikan kewenangan untuk membuat hukum berada ditangan manusia
merupakan kejahatan besar.**

Menurut Hizbut Tahrir, negeri-negeri kaum muslimin sekarang tidak ada

satupu.n yang menjalankan sustem h um Jslam dalam masalah pemerlntahan

¢ B

Apalagl dalam seluruh aspek kehldupan Secara keseluruh, tanpa' kecuall

negerl-neger"b‘erpenduduk mayoritas muslim termasuk ka’[egorl Dar al-Kufr.

Suatu daerah W dalam W‘atau Dar al-Kufr,

berdasarkan Sljf _huku yapg, dltg\apkgn di dalarE ii_aerar tersebut, atau

keamanan yang tﬁ K D gaﬁ!‘nya] f\ jdrg Ngama mayoritas atau
minoritas penduduknya b ka:&ar Tfﬂjﬁ r\lﬁﬁn

Sistem pemerintahan khilafah berbentuk kesatuan, bagi satu negara, bukan
sistem serikat atau federasi. Kaum muslimin diseluruh dunia tidak

diperkenankan memiliki lebih dari satu Daulah Islam Mereka tidak

140 Hizbut Tahrir, Op. Cit, h. 20-23
141 Dedy Slamet Riyadi, Op.Cit, h. 43
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diperkenankan pula mengangkat lebih dari satu khalifah yang menerapkan atas
mereka syari’at Islam. Khilafah merupakan kepemimpinan tunggal, yang
mengharuskan hanya ada satu pemimpin dalam satu bidang dan tidak

membolehkan dalam satu bidang tersebut ada pemimpin lebih dari satu orang.

. Struktur Pemerintahan Khilafah versi Hizbut Tahrir
Struktur dalam pemerintahan khilafah berbeda dengan struktur
pemerintahan yang lainnya. Struktur pemerintahan ini diambil dari struktur
pemerintahan yang ditegakkan oleh Rosulullah saw setelah beliau hijrah ke
Madinah dan mendirikan Daulah Islam. Struktur pemerintahan khilafah antara
lain:
1. Khalifah
i Khalifah adalah seseorang yang mewakili ummat dalam urusan
brr—— _——

'
.

pé‘merintahan kekuasaan- 'dan prnerapan hukum-hukum syarlah Khallfah

d|angkat dengan cara dlbalat oleh kaum muslim yang berada dr wﬂayah

e
- - _-.'-‘

tersebut.

2. Mvu’awin at-m W

Seoralr\ql i),emb ntu. P/ang dltlila%uk gl t} 'Tt‘al_'fﬁh l_un’g,lr bersama-sama
o LRI N J B A

mengemban taﬁlﬁ ﬂ?m nrﬁ ﬂlw.lasaan. Mu’awin dapat
dibebani sejumlah mrjaﬁlbte{fgw?{?é memiliki wewenang bersifat
'

umum, mu’awin ditunjuk untuk menempati posisi tertentu dengan

memiliki wewenang bersifat umum ditempat itu. Mu’awin bertugas
disebagian wilayah Negara, yakni wilayah tersebut dibagi beberapa

mu’awin yang ada. Jadi mu’awin ini menjadi pembantu Khalifah di tiap-
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tiap wilayah Negara, seperti timur, barat, dan utara. Mu’awin diangkat dan
diberhentikan oleh khalifah, pada saat khalifah meninggal masa jabatan
mu’awin berakhir.
3. Wuzara at-Tanfidz
Seorang pembantu yang ditunjuk oleh khalifah sebagai pembantunya
dalam implementasi kebijakan, dalam menyertai khalifah, dan dalam
menunaikan kebijakan khalifah. Wazir at-Tanfidz merupakan penghubung
khalifah dengan struktur dan aparatur Negara, rakyat, dan pihak luar
negeri. Tugasnya adalah tugas administrasi dan bukan tugas pemerintahan.
4. Wali
Wali adalah orang yang diangkat oleh khalifah sebagai penguasa
(pejabat pemerintah) untuk suatu wilayah (provinsi) serta menjadi amir di

-

- —
wilayah itu. Syarat menjadi Teorang-'._wali adalah laki-laki,‘merdeka,
'..-'myslim, baligh, beraRaI',-adil',-d'ah; f‘ermasuk orang yang :rhé%ﬁiliki

kemampuan Wali merupakan penguasa karena wewen nya dalam hal

ini adalah \mermtahan wtlkan jika Khalifah

memandangi I)e[Iu unt,qli dlk;erhenﬁ\kangy? ata#J peEQLtEJUB leayah tersebut

e RADEN TNTAR
5. Amirul Jihad — Departm& ﬁﬁog)aﬁam G

Departemen peperangan menangani semua urusan yang berhubungan
dengan angkatan bersenjata seperti pasuka, logistik, persenjataan,
peralatan, amunisi dan sebagainya. Dan khalifah merupakan Panglima

Perang.
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6. Keamanan dalam negeri
Departemen Keamanan dalam Negeri merupakan departemen yang
menangani segala bentuk gangguan keamanan. Penjagaan keamanan
dalam negeri dengan melalui satuan kepolisian. Tugas Departemen
Keamanan dalam Negeri yaitu menjaga keamanan dalam negeri bagi
Negara, diantaranya perampokan, pencurian, perampasan, pengrusakan,
dll.
7. Urusan Luar Negeri
Negeri yang berkaitan dengan berhubungan Negara Khilafah dengan
negara-negara asing, apapun jenis perkara dan bentuk hubungan luar

negeri itu; baik perkara yang berkaitan dengan aspek politik seperti

S — r— .1
pejanjian, kesepakatan berdamaiz geneatan senjata, pelaksanaan berbagai

W3 a y

", perundingan, tukar menukar duta, pengiriman berbagai utusan dan

- -
- _—

delegasi, “dll. Semua itu diurusi oleh Departemen LUAF Negeri karena

menjadi kepw Khilafah Wegara lain.
8. Perindustrjan .. . ... v u ev ven LU
IRIVERSITAR ISLAK NEGERI
Mengurusi Qn'aa ﬁ?ﬂasrlr\r] drnﬁnﬁjrindustrian, baik yang

berhubungan dengan Il-nd)&sir.hlgeh ms& dan peralatan, maupun yang

berhubungan dengan industri ringan; pabrik-pabrik umum maupun pribadi,
yang memiliki hubungan dengan industri militer (peperangan). Industri
dengan berbagai jenis tersebut harus dibangun denga berpijak pada politik

perang.
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9. Peradilan

Bertugas menyampaikan keputusan hukum yang bersifat tetap.
Lembaga ini memiliki tugas menyelesaikan perselisihan antar anggota
masyarakat, mencegah hal-hal yang membahayakan hak-hak jamaah, atau
mengatasi perselisihan antara rakyat dan orang yang duduk dalam struktur
pemerintahan. Peradilan memiliki tiga jenis peradilan; pertama, Qadhi
biasa, yaitu Qadhi mengurusi penyelesaian perselisihan antar anggota
masayarakat dalam masalah muamalah dan ‘ugubat. Kedua, Qadhial-
Muhtasib vyaitu Qhadi yang mengurusi penyelesaian dalam masalah
penyimpangan-penyimpangan Yyang dapat membahayakan hak-hak
jamaah. Ketiga, Qadhi Mazhalim vyaitu Qadhi yang mengurusi

bro—y ) -4
penyelesalan persengketaan yan?-terjadl antara rakyat dan Negara ol

s Yy
= y

10 Struktur Administratif (kemaslahatan umum)

Kepeﬁtmgan masyarakat ditangani oleh departeméh, jawatan, serta

unit-unit yanmﬂuk mean—urusan Negara dan

memenurlﬂ liepentmg”ai kepentlri an m fyarakat tersebu{ Untuk  setiap

o

departemen dlﬁ Aﬁ\ Eomg th«T ﬁw untuk setiap jawatan
diangkat oleh direktur, y?‘&%] m?sutlfml%\;ajemennya dan ia bertanggung
Y

jawab secara langsung terhadap jawatan tersebut. Struktur tersebut
merupakan lembaga administratif tertinggi untuk suatu kemaslahatan
diantara berbagai kemaslahatan Negara seperti kewarganegaraan,

transportasi, pendidikan, kesehatan, pertanian, dan lainnya.
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11. Baitul Mal

Baitul mal digunakan untuk menyebut tempat penyimpanan berbagai

pemasukan Negara dan sekaligus menjadi tempat pengeluarannya.

12. Lembaga Informasi

13 Majells Ummat (musyawarah dan kontrol)

)

Mengurusi kepentingan masyarakat. Posisinya berkaitan langsung
dengan khalifah sebagai instansi yang mandiri. Keadaannya sama seperti
instansi-instansi yang lainnya di dalam Negara khilafah. Informasi ini
berhubungan dengan urusan-urusan militer dan dan yang terkait dengan
militer seperti pergerakan pasukan, berita kemenangan dan kekalahan
dalam perang, dan industri-industri militer. Informasi-informasi tersebut
wajib dihubungkan dengan khalifah secara langsung untuk menetapk‘an

|nf.orma5| untuk dlraha5|akan atTLdisebarluaskan. e .','

- -__f.

Sebagai tempat merujuk bagi khalifah untuk memint

nasihat merewai urusanWéwakili ummat dalam

nta - asukan atau
mengontrql liian meng.o'rekﬂ garalfeja}')ait permermga{lan Anggot Majelis

Ummat dlanglﬁlaeltj EeN ldﬁJ T%\ngat dengan melalui
penunjukan, karenaL E‘eﬂeﬁ) ﬁdﬁlib wakil  mastarakat dalam
'

mengemukakan pendapat. Masa keanggotaan majlis ummat ini dibatasi

dengan masa jabatan lima tahun saja.*

%2 Hizbut Tahrir, Op.Cit, h. 29.
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E. Metode Pengangkatan Khalifah versi Hizbut Tahrir Indonesia
Mengangkat seorang khalifah adalah suatu kewajiban dalam sistem

khilafah. Seperti dijelaskan dalam Hadist berikut ini:
s 5 A Gl dah adie L Gaily Sl Gas
Artinya:

Dan barang siapa mati, sementara tidak ada bai’at dipundaknya, maka
matinya (dalam keadaan) jahiliyah. (HR. Muslim).'*

ALK LAY Lyl Jiinh) 55 & & 08 Al ale 2 e 240 e
G LadE %8 WA SRl e L8 Y Al A5 Al
2hle ind e 2l a8 gl T 9596 g5 A 066 )

B Artinya: . : - 1‘

! = A 4

- \ Nabi bersabda, “dulu B’dﬁ_i Isrt[e-l dmrus dan dipimpin oleh nabi.} Seﬂap
Seorang nabi meninggal, “akan “digantikan dengan nabi yang lain.
Sesungg_uhnya tidak ada nabi sesudahku, dan akan _ada“ banyak
khalifah” Pata sahabat bertanya, “maka apa yang anda péfintahkan kepada
ertama, yang pertama

kami? "Rasulullah da, “penuhilah bai’at
saja, dan beri mereka guhnya Allah akan
meminta kepada mereka rtanggungja an atas apa yang mereka

lakukan. (HR aI Bukhari dan Muslim).***

HIVERSITAS lHl AN NEGERI

Dari Hadlst (ﬁ Atﬁré Nbarrajaruﬁ Nallfah adalah sebagai

pelindung, Hadist tersebut dlang ai))ijagal Jdkhbar (kabar) dari nabi yang

mengandung pujian terhadap khallfah. Ikhbar seperti ini merupakan tuntutan

dari nabi untuk menetapkan seorang khalifah.

%3 Ibid, h. 15
*1bid, h. 17
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Sebelum seseorang diangkat menjadi khalifah bagi seluruh ummat, maka
seseorang tersebut harus memenuhi syarat sebagai berikut:
1. Syarat-syarat khalifah yaitu:
a. Syarat In’igad Khalifah yaitu:
1) Khalifah harus seorang muslim: sama sekali tidak sah khalifah jika
diserahkan kepada orang kafir dan tidak wajib pula menaatinya,

tercantum dalam Q.S an-Nisa 141:

_ &

-\4 N ’;5‘ 1~ /~ ./aﬂﬂl /’/“ //
(20 Moo a3 U 00,280 ST Jage )5

Artinya:
Dan Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-

orang kafir untuk memusnahkan orang-orang yang beriman. (Q.S
an-Nisa :141).'*

Tidak dinyaakan didalam Al-Qur’an kata ulil amri kecuali

| terkait dengan kenyataan bahwa mereka harus dari golongan'kadm

muslim, hal ini; me‘huhjukkan \bahwa ulil amri dlsyaratkan harus

““Swdari-kaum muslim. g
2) Khali orang laki-laki h khalifah seorang
perempuan hal ini berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam

IN el BN '|Hl"f\"“-
éT Bu har| darl Abu Bakrah w j_berkata et|T<a sampai berita

cpate PO o B

perempuan kisra s{%agal raja. Mau bersabda:

Nersm mengangkat anak

154 2 Dal 1515 238 e ()

“Tidak akan pernah berutung suatu kaum yang menyerahkan
urusannya kepada perempuan” (H.R al-Bukhari).**°

“Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 101
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Demikianlah pemberitahuan dari Rosulullah saw dengan
menyerahkan urusannya kepada seorang wanita. Karena itu,
mengangkat wanita menjadi ulil amri hukumnya adalah haram,
maksudnya adalah mengangkat seorang wanita menjadi penguasa
dalam pemerintahan.

3) Khalifah harus baligh: Khalifah tidak boleh orang yang belum
baligh, hal ini diriwayatkan oleh Abu Daud dari Ali bin Abi Thalib
ra. Rosulullah saw pernah bersabda:“Telah diangkat pena (beban
hukum, peny) dari tiga golongan: dari anak-anak hingga dia
baligh, dari orang tidur hingga orang bangun, dan dari orang
yang rusak akal hingga ia sembuh”(HR Abu Daud).

Orang yang diangkat pena (beban hukum, peny) darinya tldak

% sah mengelola urusannyas Secara Syar I ia bukan orang mukall,af
2 B N s :

Oleh karena itlj, 't.idak'sah menjadl Khalifah atau mep_dudukl

e - _—
e _-,._4

‘jabatan penguasa lainnya.

4) Khallmng yang W‘yang gila tidak sah

mepﬁdl seprqr]g, khall{ fabf‘sﬂ( mer pakan tempat

- \

embebF?a Iﬁ Ma aT( absahnya aktivitas
pengaturantﬁlﬁgﬂt%ww&%&éiﬂalifah jelas mengatur
'

berbagai urusan pemerintahan.

“®Hizbut Tahrir, Op. Cit, h. 36
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5) Khalifah harus orang yang adil: adil merupakan salah satu syarat
yang harus dipenuhi demi keabsahan Kekhalifahan dan
kelangsungannya. Seperti firman Allah dalam surat ath-Thalaq :2:

- Ay = = /f ¢ 2 2 E/
oS Jue 33 iy
Artinya:
...dan persaksikanlah dengan dua orang saksi yang adil di antara
kamu...(Q.S ath-Thalaq : 2).*

6) Khalifah harus seorang yang merdeka: seorang hamba sahaya
adalah milik tuannya sehingga ia tidak memiliki kewenangan untuk
mengatur urusannya sendiri, ia lebih tidak memiliki kewenangan
untuk mengatur urusan orang lain.

7) Khalifah harus orang yang mampu: seorang khalifah harus

memiliki kemampuan untuk menjalankan amanah kekhalifa_han,

r'.-‘ _J.. 2, - 0(-. J "1'
“ . karena kemampuan ini rf_erqpak_ér] keharusan yang dituntut dalam
Q. sre—a S b
' ' - - =
b, baiat. ' AL

o .
“Lre

- .
-
- ——

b. Syarat keutamaan.
Semua syarahs merupal@arat legal kekhalifahan yang
harty NQR =0fQ SalifeSPIAIn. Kepup, SYERE diqas, ada syarat

keutamaan%ﬁti@‘nEfN h*N d}?ﬂaNgan Quraisy, khalifah
harus seorang Mujtalild pgd-atlijrfiehgdhinakan senjata.*

2. Metode Pengangkatan Khalifah

“"Departemen Agama RI Al-Qur’an dan Terjemah 30 Juz, h. 558

1%8 Hizbut Tahrir, Op.Cit, h. 35
bid, h. 39-40.
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Melalui bai’at, calon khalifah yang menang dalam pemilihan, sah
menjadi khalifah. Maka, tidak ada boleh paksaan dalam pemilihan
khalifah. Pemilihan harus berlangsung atas dasar ridha wa ikhtiyar
(kerelaan dan kebebasan memilih), sebagaimana umat Islam di masa lalu
telah memberikan bai’at kepada Khulafa ar-Rasyidin secara sukarela.
Bai’at kepada khalifah diberikan umat dengan syarat khalifah yang terpilih
akan menerapkan syariah Islam secara kaffah.**

Adapun tatacara praktis pengangkatan dan membaiat khalifah
tercantum dalam Rancangan Undang-Undang Dasar pasal 34 sebagai
berikut:

1. Mahkamah Mazhalim mengumumkan kosongnya jabatan khilafah

2. Amir sementara melaksanakan tugasnya dan mengumumkan
.

: 3 Penerimaan percalonan bara calon yang memenuhi syarat~syarat

‘in'igad dan penolakan pencalonan mereka yang dak memenuhi

syaraﬂm d |tetapkarm{3h Mazhalim.

4. Parahcalon yaing anT onan f/a r‘dlterdmla- ’ﬂeh Mahkamah
\ -

Mazhalj c:l&lﬁ E)Nnat Tﬁ ﬁ;r a Majelis Umah yang
muslim dalam, du Pertama, dipilih enam orang
AT ﬁfﬂaﬁ’f%‘;

dari para calon menurut suara terbanyak. Kedua, dipilih dua orang

dari enam calon itu dengan suara terbanyak.

Ohid, h. 15
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5. Nama kedua calon terpilih diumumkan. Kaum muslim diminta
untuk memilih satu dari keduanya.

6. Hasil pemilihan diumumkan dan kaum muslimdiberitahu siapa
calon yang mendapat suara lebih banyak.

7. Kaum muslim langsung membaiat calon yang mendapat suara
terbanyak sebagai khalifah bagi kaum muslim untuk melaksanakan
kitabullah dan sunnah rasul-Nya

8. Setelah proses bai’at selesai, khalifah kaum muslim diumumkan
ke seluruh penjuru sehingga sampai kepada umat seluruhnya.
Pengumuman itu disertai penyebutan nama khalifah dan bahwa ia

memenuhi sifat-sifat yang menjadikannya berhak untuk menjabat

khalifah.
f“ -- -~
..' S:"- 9. Setelah proses eepgangratap <khalifah yang baru se!grs-i masa
e o N ‘.’.'.'. :::'
\.)"'.. - \ p o A - ol ! -7 'i51 . o »
., jabatan Amir sementara berakhir. /)t
e, oy -
——. _:’-.;4‘

-

Demikian giiﬁde pengangkatan khalifah daliE sistem khilafah Hizbut
Tabhrir. A

UNIVERSITAS ISLAK NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

11bid, h. 346
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BAB IV

ANALISIS

A. KonsepKhilafah Hizbut Tahrir dalam Figh Siyasah

L

te

Khilafah adalah suatu sistem pemerintahan dalam Islam yang
kekuasaannya menerapkan hukum syari’ah secara menyeluruh, dan khalifah
sebagai kepala Negaranya. Khalifah adalah orang yang mewakili umat dalam
menjalankan pemerintahan, kekuasaan, dan penerapan hukum-hukum
syari’ah. Menurut Hizbut Tahrir menegakkan khilafah merupakan suatu
kewajiban yang harus dilaksanakan, penegakan khilafah sendiri untuk
mengembalikan kedaulatan ditangan Allah lebih penting dan utama daripada
masalah akidah umat.

K‘hllafah dalam figh swasa,h dlartlkan sebagal kepemimpinan umum yahg

menguru5| agama dan kenegaraan ebagal Wakl| dari Nabi saw. Penega'kan
khlafah ‘Plnwtidak menjadi suatu kewajiban bagi suaiu-amétv. Menurut
Muhammad Hu ngatakan, di idak terdapat sistem
pemerintahan secara baku, umat Islam bebas menganut sistem pemerintahan,

JNIVERS S ISLAKN NEGERI

asal sistem pemermta’han terse ut menjamin persamaan antara warganya. Baik
hak dan kewajlbar&AQ Nraa AQ[IANum pengelolaan suatu
Negara diselenggarakan berdasarkan Syura (musyawarah) dengan berpegang
kepada tata nilai etika dan moral yang diajarkan oleh Islam bagi peradaban
manusia.

Konsep khilafah yang dibawa oleh Hizbut Tahrir Indonesia menurut kajian

figh siyasah pada umumnya tidaklah jauh berbeda yang merupakan sebuah
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kepemimpinan umum bagi seluruh umat muslim dunia yang mengurusi agama
dan Negara dalam naungan syari’at Islam. Khilafah Hizbut Tahrir menurut
penulis merupakan suatu konsep yang sudah tertata rapi, jelas, dan bertujuan
untuk mendirikan negara khilafah untuk kembalinya ke kehidupan yang Islami
bagi seluruh umat Islam di dunia. Sedangkan khilafah kajian figh siyasah
merupakan sistem pemerintahan Islam dalam bentuk sejarah yang dijalankan
oleh Khulafa ar-Rasyidin sesuai dengan keadaan zaman dari tiap-tiap khalifah,
yang tujuannya hanya menyebarkan agama Islam dengan memperluas
wilayah-wilayah Islam.

Persamaan dan perbedaan konsep khilafah Hizbut Tahrir Indonesia dengan
konsep khilafah kajian Figh Siyasah:
1. Khalifah

l

.Khallfah adalah seseoran yang mewaklll umat dalam urusan

|
o ‘ 0

'pemermtahan dan kekuasaan dalam menerapkan hukum hukum Syara’.

Sedangkan pengertian_khalifah menurut Al-Maududi adalah pemimpin

tertinggi dala@wa dan durmganti Rasul khalifah

sebagai ala I\Jeg ra ,yangq,.dia gkat olen . umat dengan cara
SRR R R Ei ERI

r\ r\ (,l

e mR?lfjﬁN TR i

Negara di wilayah khi a:&h t risbrj Mégbagal pemimpin bagi seluruh
0
'

kaum muslim diseluruh dunia.
Syarat-syarat menjadi khalifah Khalifah :

a. Harus seorang muslim, seorang laki-laki

>2Suyuthi Pulungan Op. Cit, h. 53
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b. Baligh

c. Harus orang yang berakal

d. Harus orang yang adil, harus orang yang merdeka

e. Harus orang yang mampu

Syarat khusus menjadi Khalifah:

a. Harus dari kalangan Quraisy

b. Khalifah harus seorang mujtahid atau ahli menggunakan senjata.

Syarat-syarat diatas memiliki persamaan antar kedua konsep khilafah
Hizbut Tahrir dan khilafah dalam figh siyasah, namun ada beberapa syarat
tambahan dalam konsep khilafah figh siyasah vyaitu adil, amanah,

profesional, dan cinta kebenaran (shidiq).

2. Sistem pemerintahan dan struktur pemerintahan

F

)

l

.Slstem pemerlntahan khllaf dar»r kedua konsep tersebut' sangatlah

B
- y
5 o

berbeda antara Hizbut Tahr|r dar'l flqh 3|yasah

‘-f

SisterM ~khilafah dalam kajian figh siyasah yaitl™ S|stem khilafah

berdasarkan wipraktikanWhulafa ar-Rasyidin,

sistem i ldasarK _oada sistem_ musyawarah_ sebagai dasar
JNIVERSTTAS ISTAR N=GERI

kekuasaannya. RSA ﬁ?fmml h‘rklbﬁ Nk kerajaan, tetapi lebih
dekat dengan republik, .d ala Negara dipilih dan tidak
LA tAb T NS

berdasarkan turun-temurun.™®* Dan setelah berakhirnya masa Khulafa ar-

ry," Il"‘
d /_. 4

Rasyidin sistem khilafah berdasarkan Syura berganti dengan sistem

>3 Mujar 1bn Syarif, Op. Cit, h.206
*Ibid, h. 207
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khilafah monarki yang dipraktikkan oleh Dinasti Umayah hingga Turki
Utsmani.'*

Dinasti Umayah yang Muawiyah bin Abi Sofyan sebagai khalifah
pertama dari sistem khilafah monarki. Sistem monarki merupakan sistem
pemerintahan yang menjadikan raja sebagai sentral kekuasaan, dalam
konsep ini kekuasaan pemimpin bersifat mutlak. Dalam sistem ini terdapat
sistem waris dimana kekuasaan kerajaan akan diwarisi oleh seorang putra
mahkota dari orang tuanya. Berakhirnya Dinasti Umayah yang kemudian
digantikan oleh Dinasti Abbasiyah, sistem yang dianut oleh Abbasiyah
tidak jauh berbeda dengan Umayah, khilafah monarki peninggalan Dinasti
Umayah masih dipertahankan. Sistem khilafah monarki terus berlanjut

hingga kekuasaan Islam dipegang oleh Turki Utsmani.
A
Slstem khilafah H|zbut Tal-rw berbeda dengan sistem pemerlntahan

¢ B

bt |

yang lain seperti monarkl republlk federa5| imperium (kekaasaran)

Karna sistem khilafah Hizbut Tahrir kepala Negara ti fidak dlturunkan ke

sanak saudarmmiat olehWﬂla kekuasaan berada

dltangan Ig n/at melamran keku an m tIaF dlti%- fillah tidak pula

o Negaraﬂa?iﬁ’ ?ﬁf Wﬁ“ﬁl R

tidak pula sentralisasiLya g[.bﬁr&lﬁ r@\ald&;satu wilayah saja, melainkan
'

desentralisasi yang setiap wilayah khilafah memiliki kewenangan

sendiri.*®®

% Ibid, h. 208-210
158 Hizbut Tahrir, Struktur Negara Khilafah, Op. Cit, h. 20-23
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Dilihat dari kajian figh siyasah, konsep khilafah yang dibawa oleh
Hizbut Tahrir merupakan ideologi khilafah baru yang berbeda dari
khilafah pada masa Khulafa ar-Rasyidin dan pasca Khulafa ar-Rasyidin.
Ada beberapa bagian saja yang menyerupai khilafah pada masa Khulafa
ar-Rasyidin.

Struktur pemerintahan khilafah dalam figh siyasah memiliki, seperti:

a. Khalifah
b. Wizarah (pembantu Khalifah/menteri)
¢. Qadhi (Hakim)
d. Katib (surat menyurat)
e. Hajib (penjaga pintu)
Sedangkan dalam khilafah Hizbut Tahrir antara lain:
4
- —-—
?3. Khalifah B m o A=
':'--‘-3 [- ' ] \{f.. |";o‘1r
b,. learah A
e A
c. Qaahl _—

d. AmirJihMrang) P

“ ATORITERETTAS 1SLAK NEGERI

ol WIEDEN INTAN
g. rerinaustrian LA[I"] P U N G

h. Kemaslahatan umum, dan

I. Penerangan.
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B. Relevansi Konsep Khilafah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

L

LY

&

Bentuk sistem pemerintahan khilafah yakni terdiri dari beberapa Negara-

negara Islam yang bergabung dalam satu kepemimpinan dan kemudian

menggunakan sistem hukum islam sebagai landasan bernegara.

Relevansinya sistem khilafah terhadap kondisi negara-negara saat ini

terutama di Indonesia perlu dikoreksi kembali apakah sistem khilafah benar-

benar cocok diterapkan di Indonesia yang penduduknya mayoritas beragama

Islam, agar mempermudah penerapannya. Atau tidak cocok diterapkan karena

keadaan negara-negara saat ini yang merupakan national state yang berbeda

jauh dengan sistem khilafah pada masa Khulafah ar-Rasyidin.

Menurut penulis, relevansi sistem khilafah di Indonesia bisa diterapkan

dan tidak bisa di terapkan. Disini akan dijelaskan sebagai berikut:

l

Pada awal berdirinya Negara para pendiri Negara menglngmkan

‘ a

'Indone5|a adalah Negara Islam yang menerapkan syariat Islam, khususnya

bagl golongan Islam. Dengan menggunakan isi piagam akarta sebagai

rumusan pe@ang Undaw yang menjadi isi

daripada Pzica\sna sqlielumya altu ket*\hana{h _dengan kewajiban
[. -2

INIVZRS ISLAKN

menjalankan ﬁﬁ ﬁrEtm GNIIT,&WK”W menurut dasar
kemanusiaan yang adjl d'& {)gﬁSat’ Ns an Indonesia, dan kerakyatan

yang di pimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan
perwakilan serta dengan mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat
Indonesia.Namun terjadi polemik yang mengubah isi dari piagam Jakarta

di dalam Undang-Undang Dasar 1945.
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Bisa kita lihat bahwasannya dalam sejarah berdirinya Negara ini
ingin menerapkan sistem khilafah, tidak dipungkiri juga dengan
banyaknya peraturan yang berlandaskan syariat Islam di dalam Undang-
undang. Sistem khilafah di Indonesia tentu sangat mudah didirikan karena
masyarakat yang mayoritas beragama Islam, banyaknya peraturan
perundang-undangan yang mengandung hukum syariat islam, dan secara
tidak langsung Negara Indonesia sudah menerapkan sistem khilafah
didalamnya. Seperti Provinsi Aceh contohnya yang menerapkan hukum-
hukum syara’ dalam peraturan daerahnya dan sistem pemerintahan islam
yang dijalankan.

Jadi, untuk relevannya sistem pemerintahan Islam di Indonesia bisa untuk
di terapkan dalam Negara Indonesia. Dengan masyarakat yang mayori'Eas

e —
muslim, peraturan perunda.ng-urldangan yang banyak di dalamnya terdapat

‘l
= y

'hukum Islamnya sudah ada daérah yéné bisa sebagai contoh ata-‘ufh'éuan

k méherapkan sistem pemerintahan Islam seluruh “dEérah d| indonesia

dan sekaranngbaga Ierw.lsahaan peruusahaan

yang menqgilinqnakan §|sterp sya ‘a\hl AN NEGERI

2. Tidak cocokn;R AerEaﬁ r”\JJtTF ﬂNndonema karena akan
mengubah tatanan sijt-erhpﬁrqeﬁwﬁﬁﬁ@g sudah berdiri tegak karena
'

jasa perjuangan para pahlawan terdahulu untuk memerdekakan bangsa
Indonesia ini. Merdekanya bangsa Indonesia ini bukan hanya kelompok

tertentu saja, melainkan berbagai macam kelompok dari agama, suku, dan
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kelompok lainnya. Beberapa alasan penulis bahwa sistem khilafah tidak

cocok diterapkan di Indonesia:

a. Sistem khilafah merupakan salah satu sistem pemerintahan yang
pernah dipraktikkan oleh Khulafa ar-Rasyidin, sistem ini dijalankan
hanya untuk meneruskan kepemimpinan pasca wafatnya Rasulullah
saw dan model kepemimpinannya situasional dari setiap khalifah yang
memimpin. Dasar hukum sistem khilafah berlandaskan Al-Qur’an dan
Sunnah, tetapi tidak ada nash yang membicarakan tentang sistem
khilafah, secara teknis dan terperinci hanya membahas tentang
kepemimpinan saja. Dan tidak ada kewajiban bagi seorang muslim
untuk menggunakan sistem khilafah.

b. Jika Indonesia menjalankan sistem khilafah, Indonesia menjadi Nega‘lra

4 “-'._. Islam yang menjala'nkan tT(anzin,f‘pgmerintahan berdasarkéﬁ .gye;p}at

= y

" Islam. Maka akan térjadi perselisihan antar masyarakat muslim dengan

m'a'syé'rakat non muslim seperti saat pendirian Neﬁé?é' ini tepatnya

pembent\wndang Daw

Jadi, meridvpif ‘perulis ¥e)evdinsinyd-Sistein[khifafah(Higbed Tahrir Indonesia

di Indonesia bisa Rﬁ@i&tﬁkir{,\diqﬁwmnw sistem khilafah
Hizbut Tahrir Indonesia fasillafiShhdat §sdi dan memerlukan waktu banyak

untuk merubah Indonesia menjadi negara khilafah, meskipun sistem khilafah
yang dibawa Hizbut Tahrir Indonesia merupakan sistem yang bagus namun
banyak memiliki kekurangan sehingga proses perubahannya memakan waktu

yang lama. Dan tidak bisanya sistem khilafah diterapkan di Indonesia yaitu
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banyaknya golongan terutama kaum muslim yang menolak sistem khilafah,
sistem Kkhilafah Hizbut Tahrir Indonesia sendiri berbeda dengan sistem
khilafah pada masa Khulafa ar-Rasyidin maupun masa monarki.

Selain daripada itu dari sistem khilafahnya sendiri yang menurut penulis
tidak jelas, dasar hukum untuk seorang muslim menjalankan sistem khilafah
saja tidak ada dalam Al-Qur’an dan Sunnah. Di dalam nash hanya di jelaskan
bahwa manusia sebagai khalifah dibumi di tugaskan untuk memakmurkan
kehidupan di bumi bukan untuk menegakkan khilafah (Al-Bagarah :30),
tentang kepemimpinan, bagaimana memilih pemimpin, syarat-syarat menjadi
pemimpin, dan lain-lain. Dan dari semua ayat tersebut tidak ada yang
menjelaskan tentang khilafah secara spesifik.

Sistem khilafah sendiri mendapat penolakan dari sebagian kalangan umat

L

! |slam di Indonesia yang jelas Jelar-swtem pemerintahan yang berdasarkan

. ) ¢ B
N

syarlat islam. Menurut Wakl| ketua umum Majelis Ulama Indonesaa Zainut

Tauhld Saad‘ ~“khilafah merupakan salah satu sistem | 'rlntahan yang

pernah ada darfWkta sejarw dipraktikkan oleh

Khulafa ar- l{aﬁuqm danl mgdelni/?\ lpu'prsesrl‘Jal Egij_a eranya. la juga
Mo v NS

menambahkan sebg ﬁ ﬁ‘nEgNh‘ Tkaj‘n—-reﬁ Nagas oleh sekelompok
orang untuk Indonesia ha SH Uﬁﬂ gmangat nasionalisme”. 7
]t 'o'ﬁs

Pada dasarnya filasafat Negara Kesatuan Republik Indonesia sejalan
dengan syari’ah, undang-undang dan peraturan yang dibuat di Negara

Indonesia sebagian besarnya untuk kemaslahatan umat dan itu sesuai dengan

*’Maya saputri, MUI Pertanyakan Relevansi Khilafah dengan Kondisi Negara saat ini,

https://tirto.id/mui-pertanyakan-relevansi-khilafah-dengan-kondisi-indonesia-cojr, diunduh pada
tanggal 15 januari 2018
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syari’ah. Dan Pancasila sebagai ideologi bangsa yang merupakan hasil
perjanjian luhur para pendiri bangsa guna mewadahi segenap elemen bangsa

yang majemuk baik dalam hal suku, bahasa, budaya, dan agama.

any, g

JMNIVERSITAS ISLAKN NEGERI

RADEN INTAN
LAMPUNG
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BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan
Dari pembahasan di atas dapat disimpulkan dalam beberapa hal
sebagai berikut:

1. Penegakan khilafah bagi Hizbut Tahrir merupakan suatu kewajiban
yang harus dilaksanakan, sedangkan dalam figh siyasah tidak ada
kewajiban seorang muslim mendirikan khilafah dalam sistem
pemerintahan dalam negaranya. Kepala Negara dalam sistem khilafah
disebut dengan khalifah, seseorang yang mewakili umat dalam urusan
pemerintahan dan kekuasaan dalam menerapkan hukum-hukum Islam.

{0y Dalam sistem khilafah dalam kajian figh siyasah tidak menjelasan
! e 4 ‘

3
. ) A .
) A5

“ . secara rinci baga'ir'ﬁahé !'jsis'tem‘-:"khilafah tersebut, m,e'lgirfkan
';‘nﬁenjela.skan sejarah pemerintahan Islam pada _masa“Khulafa ar-
Rasyidin Inya dengan_khi izbut Tahrir, sistem

khilafah Hizbut Tahrir berbeda dengan kondisi Negara saat ini dan
pada’ mz! a' Khl!.‘ afa Lr ﬁ:’aéyu!l‘r? lI\Ieg!?a yang g‘erthnh!k kesatuan, dan

menggunakB &D{EEMIIJ DLJaA\Nyah khilafah. Khilafah
dalam figh siyas!'n %e‘rﬁlézklmﬁ %ﬁ\ﬁa sistem pemerintahan yang

dijalankan Khulafa ar-Rasyidin sedikit menyerupai sistem republik
yang bisa kita lihat dalam suksesi kepemimpinannya secara dipilih.
Ada dua sistem khilafah yakni khilafah berdasarkan syura dan

monarki, khilafah berdasarkan syura di pakai pada masa Khulafah ar-



112

Rasyidin dan khilafah monarki di pakai pada masa Bani Umayah
sampai Turki Ustmani.

2. Sistem khilafah di Indonesia tidak relevan untuk diterapkan di
Indonesia. Yang membuat khilafah sulit untuk di terapkan di Indonesia
karena memiliki beberapa faktor: Ormas-ormas Islam sendiri ada yang
menolak akan sistem khilafah di Indonesa, karena faktor keberagaman
agama di Indoensia maka Indonesia tidak bisa menerapkan sistem
khilafah di Indonesia. Dan Indonesia juga tidak bisa menjadikan salah
satu agama sebagai pedoman hukum Negara, itu akan menciderai
persatuan yang sudah dibentuk dari berbagai macam kebeagaman yang
ada di Indonesia.

B. Saran .

T — pu _--fj
% Berdasarkan peneli,tian tr‘hadap'._Konsep Khilafah menurut Hizbut

|
)

3 A - y

. A i

Tahrlr penulis mengajukan Sarafe W TS (5

1 Kepaﬂ“ Hizbut Tahrir, khususnya HTI. Konsep Yﬁﬁafah yang di

tawarkanWrupa |deaWn realistiknya juga.

Seklrapﬁ perlu dq_rumqskanlﬁ b'gl* konsep k 3\‘1 dalam bentuk

dan kemaSﬁ/Rﬁ EdM lﬁ dernA'\tT sekarang ini.
2. Kepada mahasisthKuiaq éﬁ%at;gr terus mengkaji secara Kritis
Y

pemikiran-pemikiran yang ditawarkan oleh para pemikir politik Islam,
sehingga dapat menjadi bahan diskusi di tingkat akademik, kemudian
dapat dilakakukan pengembangan-pengembangan agar menjaditeori yang

relevan dengan perkembangan zaman.
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